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 i 
ABSTRAK 
 
Penyusunan Koreksi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial 
Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 Pada 
Koperasi Sawit Usaha Manunggal Desa Seresam Kecamatan Seberida 
Kabupaten Indragiri Hulu 
 
Oleh : 
 
Oktarisa Dwi Pratiwi 
11573203042 
 
Penelitian ini dilaksanakan di Koperasi Sawit Usaha Manunggal Desa 
Seresam Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui penyusunan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan 
Koperasi Sawit Usaha Manunggal menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan 
No. 36 Tahun 2008 dan untuk membandingkan besarnya Penghasilan Kena Pajak 
(laba) sebelum dan sesudah koreksi fiskal. 
Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif komparatif, yaitu 
dengan menganalisis tata cara serta penyajian Laporan Keuangan terutama 
Laporan Sisa Hasil Usaha Koperasi Sawit Usaha Manunggal, kemudian 
membandingkan dengan Peraturan Perpajakan yaitu Undang-Undang Pajak 
Penghasilan No 36 Tahun 2008 untuk diambil suatu kesimpulan. Jenis data yang 
digunakan penulis adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu 
data-data yang diperoleh secara langsung dari pengurus dan karyawan koperasi 
mengenai kegiatan usaha dan sejarah perkembangan koperasi. Sedangkan data 
sekunder adalah data yang diperoleh dari laporan yang telah disusun koperasi 
dalam bentuk yang sudah jadi berupa struktur organisasi, dan laporan keuangan. 
Hasil penelitian menemukan bahwa dalam Peraturan Perpajakan, ada 
beberapa penghasilan yang bersifat final dan ada pula beberapa biaya yang tidak 
boleh dikurangkan dengan Penghasilan bruto dalam menghitung besarnya 
Penghasilan Kena Pajak. Penghasilan dan biaya tersebut adalah Jasa BRI,  Jasa 
BPD , biaya sumbangan dan beban THR. Selain itu, adanya pengelompokan 
aktiva tetap berwujud menurut Peraturan Perpajakan juga akan mempengaruhi 
besarnya Penghasilan Kena Pajak. Sehingga perlu melakukan koreksi fiskal. 
Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat 
disimpulkan bahwa Koperasi Sawit Usaha Manunggal belum menerapkan 
Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 dalam menghitung 
Penghasilan Kena Pajak (laba). Ini dapat dilihat dari penghasilan Kena Pajak 
(laba) menurut koperasi dan peraturan perpajakan yang berbeda, yaitu dari 
Rp637.701.025 menjadi Rp 524.205.639. Sehingga ini akan mempengaruhi 
besaran pajak yang harus dibayar koperasi. 
 
Kata kunci:  Laporan Keuangan, Koreksi Fiskal, Undang-Undang Pajak 
Penghasilan No 36 Tahun 2008 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional sebagaimana 
tercantum dalam pembukaan UUD 1945 diperlukan ketersediaan dana yang 
besar. Pemerintah sebagai pengatur dan pembuat kebijakan telah memberi 
kewenangan setiap daerah untuk mengatur dan menciptakan 
perekonomiannya sendiri sehingga diharapkan setiap daerah baik Provinsi, 
Kota, maupun Kabupaten dapat dengan mandiri menghidupi dan 
menyediakan dana guna membiayai kegiatan ekonominya masing-masing. 
Unsur-unsur dalam pendapatan negara berasal dari beberapa sektor, salah 
satunya sektor perpajakan. 
Pajak sebagai penerimaan negara diharapkan selalu mencapai target 
yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga biaya pengeluaran negara 
dapat tercukupi. Penerimaan pajak di tahun 2018 mencapai Rp 1.315,9 triliun, 
atau hanya 92% realisasi dari target APBN 2018 sebesar Rp 1.424 triliun. 
Artinya kekurangan penerimaan (shortfall) pajak sebesar Rp 108,1 triliun. 
(www.cnbcindonesia.com) 
Setiap negara membuat aturan dan ketentuan-ketentuan dalam 
mengenakan dan memungut pajak di negaranya masing-masing. Di 
Indonesia, penerimaan pajak sangat berperan penting dalam mengamankan 
anggaran negara dalam APBN setiap tahun. Sumber penerimaan negara dari 
sektor pajak ada banyak macam. Salah satunya adalah pajak penghasilan 
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badan (PPh Badan), yaitu pajak penghasilan yang dikenakan kepada sebuah 
badan usaha atas penghasilan atau laba usahanya baik dari dalam negeri 
maupun pendapatan di luar negeri. Salah satu kewajiban Wajib Pajak 
khususnya Wajib Pajak Badan adalah membuat pembukuan sebagai suatu 
proses yang dilakukan secara teratur untuk menyusun suatu laporan keuangan 
(financial statement) yang didalamnya berisi neraca atau laporan posisi 
keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan arus kas beserta rincian 
masing-masing pos dalam laporan keuangan. 
Dalam penyusunan laporan keuangannya, perusahaan mengikuti suatu 
prinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu Standar Akuntansi Keuangan 
(SAK). Laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAK dikenal dengan 
istilah laporan keuangan komersial. Masa akuntansi atau periode adalah 
jangka waktu tertentu yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung posisi 
keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan dibuat dengan maksud agar 
perkembangan usaha pada akhir periode tertentu dapat diketahui. Masa 
akuntansi dibutuhkan sesuai dengan konsep kesinambungan, yang 
mengasumsikan perusahaan didirikan untuk seterusnya tanpa batas waktu.  
Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang 
menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu 
perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam 
pengambilan keputusan ekonomi. 
Untuk memenuhi kebutuhan pelaporan pajak maka perusahaan 
melakukan koreksi fiskal. Salah satu dari jenis laporan keuangan adalah 
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laporan laba rugi atau Perhitungan Hasil Usaha (PHU). Laporan ini 
merupakan laporan utama yang mengambarkan hasil usaha atau kinerja 
perusahaan dengan cara membandingkan pendapatan (income) dengan beban 
(expenses) yang dihasilkan selama periode tertentu. 
Koperasi Sawit Usaha Manunggal adalah badan usaha yang berada di 
Kabupaten Indragiri Hulu yang memiliki 4 macam bidang usaha yaitu unit 
usaha simpan pinjam, unit usaha transportasi, unit usaha mini market dan 
saprosa, dan unit usaha perkebunan dan brondolan khusus. Koperasi sawit 
usaha manunggal merupakan wajib pajak badan yang wajib 
menyelenggarakan pembukuan. 
Berdasarkan kewajiban pembukuan dan pencatatan diatas, maka 
Koperasi Sawit Usaha Manunggal harus melakukan perhitungan dan 
pelaporan menurut peraturan perpajakan yaitu menurut Undang-Undang 
Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008.  
Alasan peneliti memilih Koperasi Sawit Usaha Manunggal Desa 
Seresam menjadi lokasi penelitian adalah tempat yang dapat terjangkau oleh 
peneliti sehingga memudahkan dalam mengakses data yang diperlukan dan 
adanya keterbukaan dari pihak koperasi untuk dilakukannya penelitian ini. 
Permasalahan ini dapat dilihat dari pengakuan penghasilan dan biaya-
biaya yang dikeluarkan oleh Koperasi Sawit Usaha Manunggal sebagai 
pengurang penghasilan, antara lain: 
1. Dalam Laporan Perhitungan Hasil Usaha (PHU) Koperasi Sawit Usaha 
Manunggal penghasilan atas Jasa BRI sebesar Rp 4.895.039 dan 
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penghasilan atas Jasa BPD sebesar Rp 6.195.294 diakui sebagai 
penghasilan. Sedangkan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 
36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (2) huruf a yang menyatakan bahwa 
“penghasilan berupa deposito dan tabungan-tabungan lainnya, bunga 
obligasi, dan Surat Utang Negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan 
oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi” merupakan 
penghasilan yang bersifat final, yaitu penghasilan yang telah dipotong 
pajaknya oleh bank sehingga penghasilan tersebut tidak perlu 
diperhitungkan dalam menentukan Laba Kena Pajak. 
2. Pada Laporan Perhitungan Hasil Usaha (PHU) Koperasi Sawit Usaha 
Manunggal, Perusahaan memasukkan biaya sumbangan sebesar 
Rp2.490.000 sebagai pengurang penghasilan. Menurut Undang-Undang 
Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat (1) huruf g 
menyatakan bahwa “harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan 
warisan sebagaimana dimaksuddalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b 
Undang-Undang PPh No 36 Tahun 2008, kecuali sumbangan yang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai huruf m 
serta zakat yang diterima oleh amil zakat atau lembaga amil zakat yang 
dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan 
yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui diindonesia, yang 
diterima oleh lembaga atau badan amil zakat yang disahkan oleh 
pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan satau berdasarkan 
Peraturan Pemerintah”. Dengan demikian biaya sumbangan tidak dapat 
diperlakukan atau diperkenankan sebagai pengurang Penghasilan Kena 
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Pajak karena sumbangan ini diberikan oleh Koperasi kepada pihak yang 
tidak mempunyai hubungan usaha atau pekerjaan. 
3. Pada laporan Perhitungan Hasil Usaha Koperasi Sawit Usaha 
Manunggal, koperasi memasukkan beban THR sebesar Rp 42.089.000 
sebagai pengurang penghasilan, sedangkan menurut Undang-Undang 
perpajakan, biaya THR tidak boleh sebagai pengurang penghasilan, 
karena biaya THR tersebut termasuk biaya natura. Hal ini dijelaskan oleh 
Undang-Undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat (1) 
huruf e yang menyatakan bahwa “penggantian atau imbalan sehubungan 
dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan 
kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh 
pegawai, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan 
didaerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang 
ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan”. 
4. Dalam menghitung beban penyusutan, yaitu penyusutan bangunan, 
penyusutan peralatan usaha & mesin, dan penyusutan peralatan kantor, 
Koperasi Sawit Usaha Manunggal menggunakan metode garis lurus. 
Tetapi dalam penyajian aktiva tetap, Koperasi tidak melakukan 
pengklasifikasian aktiva tetap berdasarkan kelompok seperti yang 
dijelaskan Undang-Undang Perpajakan. Sehingga pengklasifikasian ini 
mempengaruhi tarif penyusutan antara yang dipakai oleh koperasi 
dengan Undang-undang Perpajakan. Pada koperasi, tarif penyusutan 
bangunan yaitu 3 s/d 10%, tarif penyusutan peralatan usaha & mesin 
yaitu 5 s/d 50%, dan tarif penyusutan peralatan kantor yaitu 20 s/d 50%. 
Sedangkan didalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 
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2008 pasal 11 ayat 6 dijelaskan bahwa “Untuk menghitung penyusutan, 
masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai 
berikut: 
Tabel I.1 
Pengelompokkan Harta Berwujud, Metode, serta Tarif Penyusutan 
Kelompok Harta 
Berwujud 
Masa 
Manfaat 
Tarif Penyusutan sebagaimana 
dimaksud dalam 
Garis Lurus Saldo Menurun 
I.  Bukan bangunan       
     Kelompok 1 4 Tahun 25% 50% 
     Kelompok 2 8 Tahun 12,50% 25% 
     Kelompok 3 16 Tahun 6,25% 12,50% 
     Kelompok 4 20 Tahun 5% 10% 
II. Bangunan       
     Permanen 20 Tahun 5%   
     Tidak Permanen 10 Tahun 10%   
Sumber: Undang-Undang PPh No 36 Tahun 2008 
Dari kasus diatas tersebut, bahwa jika penghasilan atau beban yang 
seharusnya tidak dimasukkan ke dalam laporan tetapi penghasilan atau beban 
tersebut dimasukkan, maka akan mempengaruhi laba yang akan di peroleh 
oleh koperasi tersebut. Sehingga dalam pembayaran Pajak Penghasilan Badan 
nya pun akan berbeda. 
Berdasarkan permasalahan diatas, penulis bermaksud untuk menyusun 
koreksi fiskal atas laporan keuangan Koperasi  berdasarkan peraturan 
perpajakan, dengan judul “Penyusunan Koreksi Fiskal Terhadap Laporan 
Keuangan Komersial Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 
36 Tahun 2008 Pada Koperasi Sawit Usaha Manunggal Desa Seresam 
Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu” 
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1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalahnya adalah 
bagaimana penyusunan koreksi fiskal menurut Undang-Undang No 36 Tahun 
2008 terhadap laporan keuangan komersial pada Koperasi Sawit Usaha 
Manunggal Desa Seresam Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
penyusunan koreksi fiskal menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2008 
terhadap laporan keuangan komersial pada Koperasi Sawit Usaha Manunggal 
Desa Seresam Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
Adapun Manfaat penelitian dari penulisan ini adalah: 
1. Bagi peneliti 
Dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai cara 
maupun teknik penyusunan Rekonsiliasi Fiskal serta dapat 
mengembangkan pengetahuan yang peneliti peroleh untuk direalisasikan 
pada dunia kerja. 
2. Bagi perusahaan 
Sebagai bahan pertimbagan atau masukan bagi perusahaan mengenai 
akuntansi perpajakan serta sebagai informasi tambahan bagi perusahaan 
dalam menjalankan dan membuat kebijakan yang akan diterapkan dimasa 
yang akan datang. 
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3. Bagi pihak lain 
Dapat dijadikan referensi atau bahan masukan bagi pihak yang akan 
melaksanakan penelitian sejenis, dan juga dapat dijadikan sebagai bahan 
kajian lebih lanjut bagi para pembaca. 
 
1.5 Sistematika Penulisan 
Sebagai kerangaka acuan untuk memudahkan dalam penyusunan dan 
pembahasan skripsi ini, maka kerangka penulisan atau sistematika penulisan 
dari skripsi ini adalah sebagai berikut: 
BAB 1 : Pendahuluan 
 Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, 
tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 
BAB II : Landasan Teori 
Bab ini menguraikan tentang landasan teori yang terdiri dari 
teori yang dikutip dari buku yang akan menjadi acuan atau 
pendukung dalam pembahasan skripsi. 
BAB III : Metode Penelitian 
 Bab ini berisi uraian tentang lokasi penelitian, jenis dan 
sumber data, metode pengumpulan data, serta analisis data. 
BAB IV : Gambaran Umum Perusahaan 
 Bab ini menjelaskan tentang sejarah singkat berdirinya 
perusahaan, struktur organisasi, dan aktivitas/kegiatan usaha 
Koperasi Sawit Usaha Manunggal. 
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BAB V : Hasil Penelitian dan Pembahasan 
 Bab ini berisikan hasil penelitian yang telah dilakukan, dengan 
cara membandingkan teori yang dibahas dengan prakteknya 
yang dibuat oleh koperasi. 
BAB VI : Penutup 
 Bab ini berisikan kesimpulan penulis dari penelitian dan saran-
saran yang diharapkan bermanfaat bagi koperasi. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
2.1 Koperasi 
2.1.1 Pengertian Koperasi 
Menurut Subandi ( 2015 : 19 )  Dasar hukum keberadaan koperasi 
di Indonesia adalah pasal 33 UUD 1945 dan UU No. 25 tahun 1992 
tentang Perkoperasian. Dalam penjelasan pasal 33 ayat (1) UUD 1945 
antara lain dikemukakan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha 
bersama berdasar atas asas kekeluargaan” dan ayat (4) dikemukakan 
bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas 
demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, 
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan 
menjaga keseimbangan”, sedangkan menurut pasal 1 UU No. 25/1992, 
yang dimaksud koperasi di Indonesia adalah: badan usaha yang 
beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan 
melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus 
sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasar atas asaz kekeluargaan. 
Dan menurut Muljono ( 2009 : 172 ) Koperasi adalah badan usaha 
yang mengorganisasikan pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya 
ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah 
usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada 
khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya. Dengan 
demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru 
perekonomian nasional. 
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Sementara itu Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam PSAK No 
27 Tahun 2009, mendefinisikan Koperasi adalah badan usaha yang 
mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi 
para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha 
ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan 
masyarakat daerah kerja pada umumnya. Dengan demikian, koperasi 
merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian 
nasional. 
Menurut M. Iskandar soesilo dalam Asharullah (2013:19), 
koperasi juga memiliki ide dasar yaitu suatu cita-cita yang ingin 
dicapai. Ide koperasi telah berkembang jauh sebelum koperasi itu 
sendiri wujud. Ide yang berasal dari berbagai pandangan itu kemudian 
melebur ke dalam prinsip-prinsip, asas-asas, atau sendi-sendi dasar 
koperasi. 
Ide dasar koperasi adalah kerjasama yang memang bukan halbaru. 
Bahkan secara universal, mungkin sama panjangnya dengan sejarah 
umat manusia itu sendiri. Sebagai anggota masyarakat, seseorang tentu 
memiliki naluri untuk bekerja sama dan tolong menolong. 
Bentuk kegiatan koperasi dapat seperti berikut: 
1. Koperasi Simpan Pinjam 
2. Koperasi Serba Usaha 
3. Koperasi Unit Desa 
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Koperasi unit desa merupakan koperasi diwilayah pedesaan yang 
bergerak dalam penyedian kebutuhan masyarakat yang berkaitan 
dengan kegiatan pertanian.Koperasi unit desa dapat juga dikatakan 
sebagai wadah organisasi ekonomi yang berwatak sosial dan 
merupakan wadah bagi pengembangan berbagai kegiatan ekonomi 
masyarakat pedesaan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan untuk 
masyarakat itu sendiri.Koperasi unit desa dapat juga disebut sebagai 
koperasi serba usaha karena berusaha memenuhi berbagai bidang 
seperti simpan pinjam, konsumsi, produksi, pemasaran dan jasa. 
Koperasi unit desa diharapkan dapat menjadi tiang perekonomian 
serta mampu berperan aktif untuk memperluas perekonomian skala 
kecil dan usaha keluarga di desa, dengan cara membantu menyalurkan 
sarana produksi dan memasarkan hasil pertanian. Selain itu koperasi 
unit desa juga diharapkan dapat memberikan bimbingan teknis kepada 
petani yang masih menggunakan teknologi tradisonal yaitu dengan 
mengadakan penyuluhan dan kursus bagi petani. Bimbingan dan 
penyuluhan bagi para petani sangat dibutuhkan karena untuk 
meningkatkan produksi hasil pertananian.Dengan adanya hal tersebut 
diharapkan tujuan akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan bagi 
petani yang ada wilayah pedesaan. 
Karakteristik utama koperasi yang membedakannya dengan badan 
usaha lainnya adalah anggota koperasi memiliki identitas ganda (the 
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dual identity of the member), yaitu sebagai pemilik sekaligus pengguna 
(user own riented). Oleh karena itu: 
1. Koperasi dimiliki oleh anggota yang bergabung atas dasar 
sedikitnya ada satu kepentingan ekonomi utama. 
2. Koperasi didirikan dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai 
percaya diri untuk menolong dan bertanggung jawab kepada diri 
sendiri, kesetia-kawanan, keadilan, persamaan dan demokrasi. 
Selain itu anggota-anggota koperasi percaya pada nilai-nilai etika 
kejujuran, keterbukaan, tanggungjawab sosial, dan kepedulian 
terhadap orang lain. 
3. Koperasi didirikan, dimodali, dibiayai, diatur, dan diawasi serta 
dimanfaatkan sendiri oleh anggotanya. 
4. Tugas pokok badan usaha koperasi adalah menunjang kepentingan 
ekonomi anggotanya dalam rangka memajukan kesejahteraan 
anggotanya. 
5. Jika terdapat kelebihan kemampuan pelayanan koperasi kepada 
anggotanya maka kelebihan kemampuan pelayanan tersebut dapat 
dipergunakan untuk memenuhikebutuhan masyarakat yang non-
anggota koperasi. 
2.1.2 Tujuan Koperasi 
Menurut Asharullah (2013:24) Tujuan adalah merupakan cita-cita 
yang ingin dicapai. Cita-cita koperasi Indonesia terikat pada landasan 
idiil, struktural dan operasionalnya. Keterikatan inilah yang menjadi 
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arah, tahapan, dan proses dalam mewujudkan tujuan koperasi Indonesia 
yang terlihat pada UU No. 17 Tahun 2012 pasal 4 yaitu berbunyi : 
“Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada 
khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian 
yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang 
demokratis dan berkeadilan”. 
Berdasarkan pasal tersebut, tujuan koperasi Indonesia memiliki 
arah dan amanat sebagai berikut: 
1. Koperasi diharapkan mampu menjadi alat untuk meningkatkan 
kesejahteraan anggotanya dan masyarakat Indonesia. 
2. Koperasidiharapkan mampu menjadi bagian utama dalam struktur 
dan sistem perekonomian nasional. 
3. Koperasi diharapkan mampu menjadi cerminan demokrasi 
ekonominasionalyang berkeadilan. 
2.1.3 Fungsi dan Peran Koperasi 
Adapun fungsi koperasi antara lain yaitu: 
1. Memenuhi kebutuhan anggota untuk memajukan kesejahteraannya. 
2. Membangun sumber daya anggota dan masyarakat. 
3. Mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota. 
4. Mengembangkan aspirasi ekonomi anggota danmasyarakat 
dilingkungan kegiatan koperasi. 
5. Membuka peluang kepada anggotanya untuk mengaktualisasikan 
diri dalam bidang ekonomi secara optimal. 
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Sementara fungsi Koperasi untuk Indonesia yang tertuang dalam pasal 
4 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yaitu: 
1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan 
ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya 
untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. 
2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas 
kehidupan manusia danmasyarakat. 
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan 
danketahanan perekonomian nasional dengan koperasi 
sebagaisokogurunya. 
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian 
nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asaz 
kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. 
Dan peranan koperasi antara lain: 
1. Wadah peningkatan taraf hidup dan ketangguhan berdaya saing 
para anggota dan masyarakat dilingkungannya. 
2. Bagian integral dari sistem ekonomi nasional. 
3. Pelaku starategis dalam sistem ekonomi rakyat. 
4. Wadah pencerdasan anggota dan masyarakat di lingkungannya. 
2.1.4 Prinsip dan Jenis Koperasi 
Prinsip koperasi adalah suatu sistem ide-ide abstrak yang 
merupakan petunjuk untuk membangun koperasi yang efektif dan tahan 
lama. Prinsip koperasi menurut UU no. 25 tahun 1992 adalah: 
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1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. 
2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi. 
3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa 
usahamasing-masing anggota. 
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. 
5. Kemandirian. 
6. Pendidikan perkoperasian. 
7. Kerjasama antar koperasi. 
Jenis Koperasi menurut fungsinya 
1. Koperasi pembelian/pengadaan/konsumsi adalah koperasi yang 
menyelenggarakan fungsi pembelian atau pengadaan barang dan 
jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagai konsumen akhir. 
Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pembeli atau 
konsumen bagi koperasinya. 
2. Koperasi penjualan/pemasaran adalah koperasi yang 
menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang 
dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di tangan konsumen. Di 
sini anggota berperan sebagai pemilik dan pemasok barang atau 
jasa kepada koperasinya. 
3. Koperasi Produksi adalah koperasi yang menghasilkan barang dan 
jasa, dimana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan 
koperasi. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pekerja 
koperasi. 
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4. Koperasi Jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan 
jasa yang dibutuhkan oleh anggota, misalnya: simpan pinjam, 
asuransi, angkutan, dan sebagainya. Di sini anggota berperan 
sebagai pemilik dan pengguna layanan jasa koperasi. 
Apabila koperasi menyelenggarakan satu fungsi disebut 
koperasi tunggal usaha (single purpose cooperative), sedangkan 
koperasi yang menyelenggarakan lebih dari satu fungsi disebut koperasi 
serba usaha (multi purpose cooperative). 
2.1.5 Pertimbangan Perlakuan PPh 
Pengenaan PPh pada koperasi dapat dirinci seperti berikut: 
1. Penghasilan koperasi,yang dalam istilah koperasi disebut Sisa Hasil 
Usaha (SHU), merupakan objek pajak yang dikenakan PPh dengan 
tarif sama seperti badan usaha lainnya. 
2. Bunga simpanan anggota koperasi yang tidak melebihi Rp 
240.000,00per bulan tidak dipotong PPh pasal 23. Sedangkan pada 
Perbankan yang tidak dipotong Pphpasal 23 adalah yang 
simpanannya tidak melebihiRp7.500.000,00.Tarif PPh atas bunga 
simpanan anggota koperasi adalah 10% sedangkan pada perbankan 
20%. 
3. Pembagian SHUkepadaanggotanya tidak dipotong PPh pasal 23. 
Penghasilan tertentu pada koperasi bukan merupakan 
objekpajak, yaitu seperti berikut: 
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1. Keuntungan karena pengalihan harta berupahibah,bantuan atau 
sumbangan kepada koperasi, sepanjang tidak adahubungan dengan 
usaha pekerjaan,kepemilikan atau penguasaan. 
2.1.6 Permodalan Koperasi 
Modal koperasi dibutuhkan untuk membiayai usaha dan 
organisasi koperasi. Modal usaha terdiri dari modal investasi dan modal 
kerja. Adapun pengertian kedua istilah ini adalah sebagai berikut. 
1. Modal investasi adalah sejumlah uang yang ditanam atau 
dipergunakan untuk pengadaan sarana operasional suatu 
perusahaan, yang bersifat tidak mudah diuangkan (unliquid) seperti 
tanah, mesin,bangunan, peralatan kantor, dan lain-lain. 
2. Modal kerja adalah sejumlah uang yang tertanam dalam aktiva 
lancar perusahaan atau yang dipergunakan untuk membiayai 
operasional jangka pendek perusahaan, seperti pengadaan bahan 
baku, tenaga kerja, pajak, biaya listrik, dan lain-lain. Ditinjau dari 
sudut neraca, modal kerja adalah aktiva lancar dikurangi kewajiban 
lancar. Aktiva lancar adalah harta perusahaan yang dalam jangka 
paling lama setahun dapat dicairkan menjadi uang kas, seperti 
deposito jangka pendek, piutang-piutang dagang, persediaan 
barang,dan uang kas. 
Yang menjadi acuan pembahasan permodalan koperasi di 
Indonesia adalah UU No. 25/1992 pasal 41, bab VII tentang 
Perkoperasian. Disebutkan bahwa modal koperasi terdiri dari: 
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1. Modal Sendiri 
2. Modal Pinjaman 
Modal Sendiri bersumber dari: 
a. Simpanan pokok anggota, yaitu sejumlah uang yang sama 
banyaknya, yang wajib dibayarkan oleh masing-masing anggota 
kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan 
pokok ini sifatnya permanen, artinya tidak dapat diambil selama 
yang bersangkutan masih menjadi anggota. 
b. Simpanan wajib, yaitu sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus 
sama banyaknya,yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada 
koperasi pada periode tertentu. Simpanan wajib ini tidak dapat 
diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. 
c. Dana cadangan, yaitu sejumlah dana yang diperoleh dari 
penyisihan sisa hasil usaha dan dicadangkan untuk menutup 
kerugian koperasi bila diperlukan. 
d. Donasi atau hibah, yaitu sejumah uang atau barang dengan nilai 
tertentu yang disumbangkan oleh pihak ketiga, tanpa ada suatu 
ikatan atau kewajiban untuk mengembalikannya. 
Sedangkan modal pinjaman atau modal luar, bersumber dari: 
a. Anggota, yaitu pinjaman dari anggota atau pun calon anggota 
koperasi yang bersangkutan. 
b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya, pinjaman dari koperasi 
lainnya dan/atau anggotanya yang didasari dengan perjanjian 
kerjasama antara koperasi. 
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c. Bank dan lembaga keuangan lainnya, yaitu pinjaman dari bank dan 
lembaga keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, yaitu dana yang 
diperoleh dari penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya 
berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
e. Sumber lain yang sah, pinjaman yang diperoleh dari bukan anggota 
yang dilakukan tanpamelalui penawaran secara umum. 
2.1.7 Sisa Hasil Usaha Koperasi 
Ditinjau dari aspek ekonomi manajerial, Sisa Hasil Usaha (SHU) 
koperasi adalah selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total 
(total revenue [TR]) dengan biaya-biaya atau biaya total (total cost 
[TC]) dalam satu tahun buku. Perlu diketahui bahwa penetapan 
besarnya pembagian kepada paa anggota dan jenis serta jumlahnya 
untuk keperluan lain, ditetapkan oleh rapat Anggota sesuai dengan 
AD/ART Koperasi. Dalam hal ini, jasa usaha mencakup transaksi usaha 
dan partisipasi modal. 
Dengan mengacu pada pengertian diatas, maka besarnya SHU 
yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda, tergantung besarnya 
partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan 
pendapatan koperasi. Dalam pengertian ini, juga dijelaskan bahwa ada 
hubungan linear antara transaksi usaha anggota dan koperasinya dalam 
perolehan SHU. Artinya, semakin besar transaksi (usaha dan modal) 
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anggota dengan koperasinya, maka semakin besar SHU yang akan 
diterima. Hal ini berbeda dengan perusahaan swasta, di mana dividen 
yang diperoleh pemilik saham adalah proporsional, sesuai dengan 
besarnya modal yang dimiliki. Hal ini merupakan salah satu pembeda 
koperasi dengan badan usaha lainnya. 
Acuan dasar untuk membagi SHU adalah prinsip-prinsip dasar 
koperasi yang menyebutkan bahwa, pembagian SHU dilakukan secara 
adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. 
Untuk koperasi Indonesia, dasar hukumnya adalah pasal 5 ayat 1 UU 
No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yang dalam penjelasannya 
mengatakan bahwa “pembagian SHU kepada anggota dilakukan tidak 
semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam 
koperasi, tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota 
terhadap koperasi. Ketentuan ini merupakan perwujudan kekeluargaan 
dan keadilan”. 
Dengan demikian, SHU koperasi yang diterima oleh anggota 
bersumber dari 2 kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota 
sendiri,yaitu: 
1. SHU atas jasa modal 
Pembagian ini juga sekaligus mencerminkan anggota sebagai 
pemilik ataupun investor, karena jasa atas modalnya (simpanan) 
tetap diterima dari koperasinya sepanjang koperasi tersebut 
menghasilkan SHU pada tahun buku yang bersangkutan. 
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2. SHU atas jasa usaha 
Jasa ini menegaskan bahwa anggota koperasi selain pemilik juga 
sebagai pemakai atau pelanggan. 
 
2.2 Perpajakan 
2.2.1 Pengertian Pajak 
Definisi atau pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat 
Soemitro, SH, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan 
undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa 
timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang 
digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Mardiasmo 2011:1) 
Pajak menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan 
Umum dan Tatacara Perpajakan adalah “kontribusi wajib kepada 
negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal 
balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” 
2.2.2 Fungsi Pajak 
Ada dua fungsi pajak, yaitu: 
1. Fungsi budgetair 
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluarannya. 
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2. Fungsi mengatur (regulerend) 
Pajak sebagai alat utnuk mengatur atau melaksanakan 
kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 
Ada beberapa fungsi pajak menurut Ilyas dan Richard (2011: 9), yaitu: 
1. Fungsi Penerimaan 
2. Fungsi Mengatur 
3. Fungsi Stabilitas 
4. Fungsi Redistribusi 
5. Fungsi Demokrasi 
2.2.3 Pengelompokkan Pajak 
1. Menurut golongannya 
a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh 
Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan 
kepada orang lain. 
Contoh: Pajak Penghasilan. 
b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat 
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai 
2. Menurut sifatnya 
a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan 
pada subjeknya, dalam arti memperlihatkan keadaan diri Wajib 
Pajak. 
Contoh: Pajak Penghasilan. 
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b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, 
tanpa memperlihatkan keadaan dari Wajib Pajak. 
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah. 
3. Menurut lembaga pemungutnya 
a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat 
dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 
Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan pajak 
Penjualan atas Barang Mewah dan bea Materai. 
b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah 
daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 
Pajak Daerah terdiri atas: 
Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan pajak 
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 
Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, 
dan pajak Hiburan. 
 
2.3 Pajak Penghasilan 
2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan 
Pontoh (2013:461) menyatakan pajak penghasilan adalah pajak 
yang dikenakan langsung dari penghasilan (laba) bersih sebuah 
organisasi bisnis (disebut pajak penghasilan badan) atau individu 
tertentu (disebut pajak penghasilan orang pribadi). 
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Undang-undang no. 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan 
(PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa 
kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-
undang Nomor 36 Tahun 2008. 
Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan 
Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan 
yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak yang 
menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang PPh 
disebut Wajib Pajak. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang 
diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula 
dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila 
kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. 
(Mardiasmo 2011:135) 
2.3.2 Subjek Pajak Penghasilan 
Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 2, yang 
menjadi subjek pajak adalah: 
1. Orang pribadi 
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan 
yang berhak 
3. Badan 
Adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak 
melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan 
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komanditer, perseroan lainnya, badan usaha  milik negara atau 
daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, 
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 
organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, 
lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi 
kolektif dan bentuk badan usaha tetap. 
4. Bentuk usaha tetap 
Adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang 
tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di 
Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari 
dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak 
didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk 
menjalankan usaha ataumelakukan kegiatan di Indonesia, yang 
dapat berupa: 
a. tempat kedudukan manajemen 
b. cabang perusahaan 
c. kantor perwakilan 
d. gedung kantor 
e. pabrik 
f. bengkel 
g. gudang 
h. ruang untuk promosi dan penjualan 
i. pertambangan dan penggalian sumber alam 
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j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi 
k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan 
l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan 
m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang 
lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari 
dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan 
n. orang atau badan yang bertindak selaku agen 
yangkedudukannya tidak bebas 
o. agen atau pegawai dari perusahan asuransi yang tidak didirikan 
dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima 
premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia 
p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang 
dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi 
elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet 
2.3.3 Objek Pajak Penghasilan 
Menurut Undang-Undang Pajak Penghasila pasal 4, yang menjadi 
objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan 
ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal 
dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk 
konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang 
bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk: 
1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa 
yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, 
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honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan 
dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-
undang ini. 
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan,dan penghargaan. 
3. Laba usaha. 
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta 
termasuk: 
a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, 
persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau 
penyertaan modal. 
b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, 
sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, 
dan badan lainnya. 
c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, 
pemekaran, pemecahan, pengambil alihan usaha, atau 
reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun. 
d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, 
atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga 
sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan 
keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, 
koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro 
dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan 
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dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di 
antara pihak-pihak yang bersangkutan. 
e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau 
seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam 
pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan 
pertambangan. 
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan 
sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. 
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan 
pengembalian utang. 
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen 
dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian 
sisa hasil usaha koperasi. 
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak. 
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. 
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. 
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan 
jumlah tertentu yang ditetapka ndengan Peraturan Pemerintah. 
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing. 
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. 
14. Premi asuransi. 
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15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya 
yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau 
pekerjaan bebas. 
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang 
belum dikenakan pajak. 
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah. 
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara 
perpajakan. 
19. Surplus Bank Indonesia. 
Dan yang dikecualikan dari objek pajak adalah: 
1. a.  Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh 
badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau 
disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima 
zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya 
wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang 
diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan 
oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan 
yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan 
Peraturan Pemerintah. 
b.  Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis 
keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan 
pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang 
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pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang 
ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, 
pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak 
yang bersangkutan. 
2. Warisan. 
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai 
pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. 
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa 
yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau 
kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang 
diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan 
pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma 
penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 15. 
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi 
sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, 
asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. 
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan 
terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha 
milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal 
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pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di 
Indonesia dengan syarat: 
a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. 
b. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan 
usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan 
saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 
25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor. 
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pension yang pendiriannya 
telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi 
kerja maupun pegawai. 
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun 
sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu 
yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. 
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan 
komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, 
persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang 
unit penyertaan kontrak investasi kolektif. 
10. Dihapus. 
11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal 
ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang 
didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, 
dengan syarat badan pasangan usaha tersebut: 
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a. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang 
menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur 
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 
b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia. 
12. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya 
diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan. 
13. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba 
yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian 
dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang 
membidangi nya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana 
dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan 
pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun 
sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur 
lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 
14. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya 
diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan. 
Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final: 
1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga 
obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang 
dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. 
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2. Penghasilan berupa hadiah undian. 
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi 
derivatif yang diperdagangkan dibursa, dan transaksi penjualan 
saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan 
pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura. 
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau 
bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan 
tanah dan/atau bangunan. 
5. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan 
Peraturan Pemerintah. 
2.3.4 Penentuan Penghasilan Kena Pajak 
Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 9, untuk 
menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam 
negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan: 
1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti 
dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan 
asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha 
koperasi. 
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi 
pemegang saham, sekutu, atau anggota. 
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali: 
a. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan 
usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan 
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hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan 
anjak piutang. 
b. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan 
sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial. 
c. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan. 
d. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan. 
e. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan. 
f. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat 
pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah 
industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan 
atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 
4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, 
asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib 
Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan 
premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang 
bersangkutan. 
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa 
yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali 
penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta 
penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di 
daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan 
yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 
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6. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada 
pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan 
istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang 
dilakukan. 
7. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4ayat (3) huruf a dan huruf b, 
kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) 
huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh 
badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau 
disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang 
sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang 
diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan 
oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau 
berdasarkan Peraturan Pemerintah. 
8. Pajak Penghasilan. 
9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi 
Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. 
10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau 
perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. 
11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi 
pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan 
perundang-undangan di bidang perpajakan. 
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2.3.5 Penyusutan Pajak Pengasilan 
Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, 
penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah 
yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak 
pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan 
memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 
(satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama 
masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut. 
Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud selain bangunan, 
dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa 
manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas 
nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan 
sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas. 
Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, 
kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, 
penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. 
Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak 
diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut 
digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan 
atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan. 
Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva 
berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, maka 
dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian 
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kembali aktiva tersebut. Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat 
dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut: 
Tabel II.1 
Pengelompokkan Harta Berwujud, Metode, serta Tarif Penyusutan 
Kelompok Harta 
Berwujud 
Masa 
Manfaat 
Tarif Penyusutan sebagaimana 
dimaksud dalam 
Garis Lurus Saldo Menurun 
I.  Bukan bangunan       
     Kelompok 1 4 Tahun 25% 50% 
     Kelompok 2 8 Tahun 12,50% 25% 
     Kelompok 3 16 Tahun 6,25% 12,50% 
     Kelompok 4 20 Tahun 5% 10% 
II. Bangunan       
     Permanen 20 Tahun 5%   
     Tidak Permanen 10 Tahun 10%   
Sumber: Undang-Undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusutan atas harta berwujud 
yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu diatur dengan 
Peraturan Menteri Keuangan. Apabila terjadi pengalihan atau penarikan 
harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d atau 
penarikan harta karena sebab lainnya, maka jumlah nilai sisa buku harta 
tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau 
penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh dibukukan 
sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut. 
Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya 
baru dapat diketahui dengan pasti di masa kemudian, maka dengan 
persetujuan Direktur Jenderal Pajak jumlah sebesar kerugian 
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sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibukukan sebagai beban masa 
kemudian tersebut. 
Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang 
berupa harta berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak 
boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan. 
Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok harta berwujud sesuai 
dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur 
dengan Peraturan Menteri Keuangan. 
Tabel II.2 
Jenis-Jenis Harta Berwujud yang Termasuk dalam Kelompok 1 
No Jenis Usaha Jenis Harta 
1 Semua jenis usaha a. Mebel dan peralatan dari kayu atau 
rotan termasuk meja, bangku, kursi, 
lemari dan sejenisnya yang bukan 
bagian dari bangunan. 
b. Mesin kantor seperti mesin tik, 
mesin hitung, duplikator, mesin 
fotokopi, mesin 
akunting/pembukuan, komputer, 
printer, scanner dan sejenisnya. 
c. Perlengkapan lainnya seperti 
amplifier, tape/cassette, video 
recorder, televisi dan sejenisnya. 
d. Sepeda motor, sepeda dan becak. 
e. Alat perlengkapan khusus (tools) 
bagi industri/jasa yang 
bersangkutan. 
f. Dies, jigs, dan mould. 
g. Alat-alat komunikasi seperti 
pesawat telepon, faksimile, telepon 
seluler dan sejenisnya. 
2 Pertanian, perkebunan, 
kehutanan, perikanan 
Alat yang digerakkan bukan dengan 
mesin seperti cangkul, peternakan, 
perikanan, garu dan lain-lain.  
3 Industri makanan dan Mesin ringan yang dapat dipindah-
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No Jenis Usaha Jenis Harta 
minuman pindahkan seperti, huller, pemecah 
kulit, penyosoh, pengering, pallet, dan 
sejenisnya.  
4 Transportasi dan 
Pergudangan 
Mobil taksi, bus dan truk yang 
digunakan sebagai angkutan umum.  
5 Industri semi 
konduktor 
Falsh memory tester, writer machine, 
biporar test system, elimination (PE8-
1), pose checker.  
6 Jasa Persewaan 
Peralatan Tambat Air 
Dalam 
Anchor, Anchor Chains, Polyester 
Rope, Steel Buoys, Steel Wire Ropes, 
Mooring Accessoris.  
7 Jasa telekomunikasi 
selular 
Base Station Controller  
Sumber: PMK 96 Tahun 2009 
 
Tabel II.3 
Jenis-Jenis Harta Berwujud yang Termasuk dalam Kelompok 2 
No Jenis Usaha Jenis Harta 
1 Semua jenis usaha a. Mebel dan peralatan dari logam 
termasuk meja, bangku, kursi, 
lemari dan sejenisnya yang bukan 
merupakan bagian dari bangunan. 
Alat pengatur udara seperti AC, 
kipas angin dan sejenisnya. 
b. Mobil, bus, truk, speed boat dan 
sejenisnya. 
c. Container dan sejenisnya.  
2 Pertanian, 
perkebunan, 
kehutanan, 
perikanan 
a. Mesin pertanian/perkebunan 
seperti traktor dan mesin bajak, 
penggaruk, penanaman, penebar 
benih dan sejenisnya. 
b. Mesin yang mengolah atau 
menghasilkan atau memproduksi 
bahan atau barang pertanian, 
perkebunan, peternakan dan 
perikanan.  
3 Industri makanan 
dan minuman 
a. Mesin yang mengolah produk asal 
binatang, unggas dan perikanan, 
misalnya pabrik susu, pengalengan 
ikan. 
b. Mesin yang mengolah produk 
nabati, misalnya mesin minyak 
kelapa, margarin, penggilingan 
kopi, kembang gula, mesin 
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No Jenis Usaha Jenis Harta 
pengolah biji-bijian seperti 
penggilingan beras, gandum, 
tapioka. 
c. Mesin yang 
menghasilkan/memproduksi 
minuman dan bahan-bahan 
minuman segala jenis. 
d. Mesin yang 
menghasilkan/memproduksi 
bahan-bahan makanan dan 
makanan segala jenis.  
4 Industri mesin  Mesin yang 
menghasilkan/memproduksi mesin 
ringan (misalnya mesin jahit, pompa 
air).  
5 Perkayuan, 
kehutanan  
a. Mesin dan peralatan penebangan 
kayu. 
b. Mesin yang mengolah atau 
menghasilkan atau memproduksi 
bahan atau barang kehutanan. 
6  Konstruksi Peralatan yang dipergunakan seperti 
truk berat, dump truck, crane buldozer 
dan sejenisnya. 
7 Transportasi dan 
Pergudangan 
a. Truk kerja untuk pengangkutan 
dan bongkar muat, truk peron, 
truck ngangkang, dan sejenisnya; 
b. Kapal penumpang, kapal barang, 
kapal khusus dibuat untuk 
pengangkutan barang tertentu 
(misalnya gandum, batu - batuan, 
biji tambang dan sebagainya) 
termasuk kapal pendingin, kapal 
tangki, kapal penangkap ikan dan 
sejenisnya, yang mempunyai berat 
sampai dengan 100 DWT; 
c. Kapal yang dibuat khusus untuk 
menghela atau mendorong kapal-
kapal suar, kapal pemadam 
kebakaran, kapal keruk, keran 
terapung dan sejenisnya yang 
mempunyai berat sampai dengan 
100 DWT; 
d. Perahu layar pakai atau tanpa 
motor yang mempunyai berat 
sampai dengan 250 DWT; 
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No Jenis Usaha Jenis Harta 
e. Kapal balon. 
8 Telekomunikasi a. Perangkat pesawat telepon; 
b. Pesawat telegraf termasuk pesawat 
pengiriman dan penerimaan radio 
telegraf dan radio telepon. 
9 Industri semi 
konduktor 
Auto frame loader, automatic logic 
handler, baking oven, ball shear tester, 
bipolar test handler (automatic), 
cleaning machine, coating machine, 
curing oven, cutting press, dambar cut 
machine, dicer, die bonder, die shear 
test, dynamic burn-in system oven, 
dynamic test handler, eliminator 
(PGE-01), full automatic handler, full 
automatic mark, hand maker, 
individual mark, inserter remover 
machine, laser marker (FUM A-01), 
logic test system, marker (mark), 
memory test system, molding, 
mounter, MPS automatic, MPS 
manual, O/S tester manual, pass oven, 
pose checker, re-form machine, SMD 
stocker, taping machine, tiebar cut 
press, trimming/forming machine, 
wire 
bonder, wire pull tester. 
10 Jasa Persewaan 
Peralatan Tambat 
Air Dalam 
Spoolling Machines, Metocean Data 
Collector 
11  Jasa 
Telekomunikasi 
Seluler 
Mobile Switching Center, Home 
Location Register, Visitor Location 
Register. Authentication Centre, 
Equipment Identity Register, 
Intelligent Network Service Control 
Point, intelligent Network Service 
Managemen Point, Radio Base 
Station, Transceiver Unit, Terminal 
SDH/Mini Link, Antena  
Sumber: PMK 96 Tahun 2009 
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Tabel II.4 
Jenis-Jenis Harta Berwujud yang Termasuk dalam Kelompok 3 
No Jenis Usaha Jenis Harta 
1 Pertambangan selain 
minyak dan gas 
Mesin-mesin yang dipakai dalam 
bidang pertambangan, termasuk 
mesin-mesin yang mengolah produk 
pelikan. 
2 Permintalan, 
pertenunan dan 
pencelupan 
a. Mesin yang 
mengolah/menghasilkan produk 
produk tekstil (misalnya kain 
katun, sutra, serat-serat buatan, 
wol dan bulu hewanlainnya, lena 
rami, permadani, kain-kain bulu, 
tule). 
b. Mesin untuk yang preparation, 
bleaching, dyeing, printing, 
finishing, texturing, packaging dan 
sejenisnya. 
3 Perkayuan a. Mesin yang 
mengolah/menghasilkan produk 
produk kayu, barang-barang dari 
jerami, rumput dan bahan 
anyaman lainnya. 
b. Mesin dan peralatan penggergajian 
kayu. 
4 Industri kimia a. Mesin peralatan yang 
mengolah/menghasilkan produk 
industri kimia dan industri yang 
ada hubungannya dengan industri 
kimia(misalnya bahan kimia 
anorganis, persenyawaan organis 
dan anorganis dan logam mulia, 
elemen radio aktif, isotop, bahan 
kimiaorganis, produk farmasi, 
pupuk, obat celup, obat pewarna, 
cat, pernis, minyak eteris dan 
resinoida-resinonida wangi-
wangian, obatkecantikan dan obat 
rias, sabun, detergent dan bahan 
organis pembersih lainnya, zat 
albumina, perekat, bahan peledak, 
produk pirotehnik, korek api, alloy 
piroforis, barang fotografi dan 
sinematografi. 
b. Mesin yang 
mengolah/menghasilkan produk 
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No Jenis Usaha Jenis Harta 
industri lainnya (misalnya damar 
tiruan, bahan plastik, ester dan eter 
dari selulosa,karet sintetis, karet 
tiruan, kulit samak, jangat dan 
kulit mentah). 
5 Industri mesin Mesin yang 
menghasilkan/memproduksi mesin 
menengah dan berat (misalnya mesin 
mobil, mesin kapal). 
6 Transportasi dan 
Pergudangan 
a. Kapal penumpang, kapal barang, 
kapal khusus dibuat untuk 
pengangkutan barang-barang 
tertentu (misalnya gandum, batu-
batuan,biji tambang dan 
sejenisnya) termasuk kapal 
pendingin dan kapal tangki, kapal 
penangkapan ikan dan sejenisnya, 
yang mempunyaiberat di atas 100 
DWT sampai dengan 1.000 DWT. 
b. Kapal dibuat khusus untuk 
mengela atau mendorong kapal, 
kapal suar, kapal pemadam 
kebakaran, kapal keruk, keran 
terapungdan sejenisnya, yang 
mempunyai berat di atas 100 DWT 
sampai dengan 1.000 DWT. 
c. Dok terapung. 
d. Perahu layar pakai atau tanpa 
motor yang mempunyai berat di 
atas 250 DWT. 
e. Pesawat terbang dan helikopter-
helikopter segala jenis. 
7 Telekomunikasi Perangkat radio navigasi, radar dan 
kendali jarak jauh. 
Sumber: PMK 96 Tahun 2009 
 
  
45 
 
 
Tabel II.5 
Jenis-Jenis Harta Berwujud yang Termasuk dalam Kelompok 4 
No Jenis Usaha Jenis Harta 
1 Konstruksi Mesin berat untuk konstruksi 
2 Transportasi dan 
Pergudangan 
a. Lokomotif uap dan tender atas rel. 
b. Lokomotif listrik atas rel, 
dijalankan dengan batere atau 
dengan tenaga listrik dari sumber 
luar. 
c. Lokomotif atas rel lainnya. 
d. Kereta, gerbong penumpang dan 
barang, termasuk kontainer khusus 
dibuat dan diperlengkapi untuk 
ditarik dengan satu alat atau 
beberapa alat pengangkutan. 
e. Kapal penumpang, kapal barang, 
kapal khusus dibuat untuk 
pengangkutan barang-barang 
tertentu (misalnya gandum, batu-
batuan,biji tambang dan 
sejenisnya) termasuk kapal 
pendingin dan kapal tangki, kapal 
penangkap ikan dan sejenisnya, 
yang mempunyaiberat di atas 
1.000 DWT. 
f. Kapal dibuat khusus untuk 
menghela atau mendorong kapal, 
kapal suar, kapal pemadam 
kebakaran, kapal keruk, keran-
keran terapung dan sebagainya, 
yang mempunyai berat di atas 
1.000 DWT. 
g. Dok-dok terapung. 
Sumber: PMK 96 Tahun 2009 
 
2.4 Laporan Keuangan 
2.4.1 Pengertian Laporan keuangan 
Laporan Keuangan adalah laporan pertanggungjawaban manajer 
atau pimpinan perusahaan atas pengelolaan perusahaan yang 
dipercayakan kepadanya kepada pihak-pihak yang berkepentingan 
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(stakeholder) terhadap perusahaan yaitu pemilik perusahaan (pemegang 
saham), pemerintah (instasi pajak), kreditor (Bank atau Lembaga 
Keuangan),maupun pihak yang berkepentingan lainnya. 
Laporan keuangan menurut Nayla (2013:9) adalah catatan 
keuangan perusahaan selama kurun waktutertentu yang artinya, segala 
aktivitas perusahaan, baik yang mencatat pemasukan maupun 
pengeluaran, merupakan data yang harus dicatat di dalam laporan 
keuangan. Laporan keuangan mengambarkan pos-pos keuangan 
perusahaan yang diperoleh dalam suatu periode. Dalam praktiknya 
dikenal beberapa macam laporan keuangan seperti : 
1. Neraca. 
2. Laporan Laba-Rugi. 
3. Laporan Perubahan Modal. 
4. Laporan Catatan atas laporan keuangan. 
5. Laporan Kas. 
Laporan keuangan pada hakekatnya bersifat umum, dalam arti 
laporan tersebut ditujukan untuk berbagai pihak yang mempunyai 
kepentingan yang berbeda. Investor atau pemilik atau penanam modal 
(pada perusahaan berbentuk Perseroan disebut Pemegang Saham) 
mempunyai kepentingan dalam mengetahui potensi modal yang 
ditanamkan ke dalam perusahaan guna menghasilkan pendapatan 
(pendapatan yang diterima pemegang saham adalah dividen). Kreditor 
berkepentingan dalam pemberian pinjaman kepada perusahaan dan 
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pemerintah (khususnya instansi pajak) berkepentingan dalam penentuan 
beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Bagi investor dan 
kreditor laporan keuangan memberikan informasi yang relevan (historis 
dan kuantitatif) mengenai posisi keuangan, perubahan posisi keuangan, 
dan kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Di samping ketiga 
pihak tersebut, ada pengguna lain dari laporan keuangan yaitu 
karyawan, pelanggan dan masyarakat. Karyawan tertarik pada 
informasi stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Pelanggan 
berkepentingan dengan kelangsungan hidup perusahaan. Masyarakat 
perlu informasi mengenai kecenderungan (trend) dan perkembangan 
terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya. 
2.4.2 Laporan Keuangan Komersial 
Laporan keuangan komersial disusun berdasarkan standar 
Akuntansi Keuangan yang tujuannya adalah menyediakan informasi 
yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi 
keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar 
pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. 
Dalam kerangka dasar standar akuntansi keuangan disebutkan 
bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi 
mengenai posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan 
suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah orang yang 
berkepentingan dalam pengambilan keputusan di dalam suatu 
perusahaan. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan 
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semua informasi yang mungkin dibutuhkan dalam pengambilan 
keputusan karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan 
dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan 
informasi non keuangan pihak manajemen bebas memilih standar, 
metode atau praktek akuntansi yang dianggap paling sesuai dengan 
kebutuhan manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. 
2.4.3 Laporan Keuangan Fiskal 
Menurut Suandy (2011:81) koreksi fiskal merupakan suatu 
penyesuaian yang dilakukan sebelum menghitung Pajak Penghasilan 
bagi wajib pajak badan dan wajib pajak pribadi dan kemudian disusun 
menjadi suatu bentuk laporan yang disebut laporan keuangan fiskal. 
Dan menurut Sari (2012:2) Koreksi fiskal adalah proses penyesuaian 
atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk 
menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan 
perpajakan. 
Undang–Undang Pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari 
laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal–hal 
tertentu baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. Apabila 
Wajib Pajak berkeinginan untuk menyusun laporan keuangan fiskal 
maka hal-hal yang perlu tercakup dalam laporan keuangan fiskal 
terdiridari neraca fiskal, perhitungan laba rugi dan perubahan laba 
ditahan, penjelasan laporan keuangan fiskal, rekonsiliasi laporan 
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keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, dan Ikhtisar 
kewajiban pajak. 
2.4.4 Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan 
Keuangan Fiskal 
Beberapa perbedaan antara Laporan Keuangan Komersil dan 
Laporan Keuangan Fiskal yang menyebabkan koreksi fiskal adalah 
sebagai berikut : 
1. Perbedaan konsep pendapatan 
Adakalanya terdapat perbedaan konsep tentang apa yang dianggap 
sebagai pendapatan menurut pajak dengan pendapatan menurut 
akuntansi, Misalnya dividen yang diterima dari suatu perusahaan 
tertentu. Dari segi akuntansi, dividen ini merupakan pendapatan, 
tetapi untuk tujuan pajak, bukan merupakan penghasilan. Keadaan 
ini mengakibatkan berbedanya laba akuntansi dengan laba pajak. 
Hal yang sebaliknya dapat pula terjadi, suatu pendapatan tidak 
diakui oleh akuntansi tetapi oleh pajak dianggap sebagai 
penghasilan. 
2. Perbedaan cara pengukuran pendapatan 
Dalam cara pengukuran pendapatan untuk pajak dan akuntansi juga 
terdapat perbedaan. Menurut akuntansi, pendapatan pada umumnya 
diukur sebesar jumlah yang dibebankan kepada pembeli. Namun, 
dalam hal antara penjual dan pembeli terdapat hubungan istemewa, 
maka jumlah tersebut mungkin tidak wajar. Dengan kata lain, 
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terdapat kemungkinan perbedaan cara pengukuran pendapatan 
antara pajak dengan akuntansi. Misalnya, perusahaan yang 
dianggap mempunyai hubungan istemewa adalah perusahaan induk 
dengan anak perusahaannya. 
3. Perbedaan pengakuan pendapatan 
Dalam keadaan tertentu, saat pengakuan pendapatan menurut pajak 
dapat berbeda dengan pengakuan pendapatan menurut akuntansi. 
Sebagai contoh, keuntungan dari penjualan aktiva tetap. Menurut 
akuntansi, keuntungan ini harus diakui sebagai pendapatan pada 
saat terjadinya penjualan. Untuk tujuan pajak, keuntungan dari 
penjualan aktiva tetap tidak boleh diakui sekaligus pada saat 
terjadinya penjualan, melainkan harus diakui secara bertahap dalam 
beberapa periode melalui pengurangan terhadap penyusutan. 
4. Perbedaan konsep biaya 
Setiap pengeluaran atau pengorbanan ekonomis yang dilakukan 
dalam rangka memperoleh pendapatan dapat dibebankan sebagai 
biaya menurut akuntansi. Akan tetapi, untuk tujuan perpajakan, 
konsep biaya hanya terbatas pada biaya untuk mendapatkan, 
menagih, dan memelihara penghasilan. Oleh karena itu, dapat 
terjadi bahwa suatu biaya yang menurut akuntansi telah diakui 
tetapi tidak diperkenankan untuk diakui bagi tujuan perpajakan 
misalnya sumbangan. Bagi perusahaan, sumbangan yang diberikan 
merupakan biaya tetapi untuk tujuan pajak sumbangan tidak boleh 
dibebankan sebagai biaya. 
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5. Perbedaan cara pengukuran dan pengakuan biaya 
Pengukuran biaya untuk tujuan pajak dan akuntansi adalah sebesar 
harga pertukaran.Namun bila diantara pihak yang melakukan 
transaksi tersebut terdapat hubungan istemewa maka pihak pajak 
dapat menetapkan kembali harga pertukaran yang terjadi karena 
transaksi yang dilakukan antara dua pihak yang memiliki hubungan 
istemewa dapat sajadiatur dan dapat merugikan pihak pajak. 
Misalnya, harga pertukaran dinyatakan terlalu tinggi dari harga 
normal. Kapan dan bagaimana suatu biaya dibebankan dalam suatu 
periode mungkin juga berbeda antara pajak dengan akuntansi. 
Sebagai contoh, pembebanan biaya penyusutan. Metode 
pembebanan biaya penyusutan untuk tujuan pajak sudah ditegaskan 
dalam undang–undang. Demikian pula dengan tarifnya. Karena itu, 
jika perusahaan menerapkan metode penyusutan yang lain dari 
undang–undang pajak, maka jelas bahwa biaya penyusutan yang 
diakui pasti akan berbeda. 
 
2.5 Pajak dalam Pandangan Islam 
Menurut Widodo (2010 : 75 ) Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal 
dengan nama Al-Usyr atau Al-Maks, atau bisa juga disebut Adh-Dharibah, 
yang artinya adalah “Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik 
pajak” atau suatu ketika bisa disebut Al-Kharaj, akan tetapi Al-Kharaj biasa 
digunakan untuk pungutan-pungutan yang berkaitan dengan tanah secara 
khusus. 
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Secara etimologi, pajak berasal dari bahasa Arab yaitu Dharibah, yang 
artinya, mewajibkan, membebankan, menetapkan. Sedangkan menurut istilah, 
pajak (dharibah) merupakan beban tambahan yang dipikulkan kepada kaum 
Muslim, untuk kepentingan mereka sendiri, yang tidak terpenuhi oleh Negara 
dari sumber-sumber utama maupun sumber pendapatan sekunder lainnya. 
(Gusfahmi 2011 :31) 
Dalam Fiqih Islam telah ditegaskan bahwa pemerintah memiliki 
kekuasaan untuk memaksa warga negara membayar pajak bila jumlah zakat 
tidak mencukupi untuk menjalankan semua kegiatan pemerintahan. Hak 
negara untuk meningkatkan sumber daya lewat pajak di samping zakat telah 
dipertahankan oleh sejumlah fuqaha yang pada prinsipnya mewakili semua 
mazhab fiqih. Hal ini disebabkan karena pada prinsipnya dana zakat 
dipergunakan untuk kesejahteraan kaum miskin padahal negara memerlukan 
sumber-sumber dana yang lain agar dapat melakukan fungsi alokasi, 
distribusi dan stabilisasi secara efektif. Hak ini dibela oleh para fuqaha 
berdasarkan hadits Rasulullah SAW: 
“Pada hartamu ada kewajiban lain selain zakat” 
Semua khullafa ar-rasyidin, terutama Umar, Ali, dan Umar bin Abdul 
Aziz dilaporkan telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan 
keadilan dan kemurahan, tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat 
untuk membayar, juga jangan sampai membuat mereka tidak mampu 
memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. ( Widodo 2010 : 81 ) 
Dalam Islam dikenal tiga sistem pajak yaitu: 
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1. Jizyah atau pajak kepala yang dikenakan kepada kafir zimmi, yaitu non 
muslim yang hidup dinegara/pemerintahan islam dengan mematuhi 
peraturan dan perundang-undangan pemerintah islam untuk melindungi 
jiwa,keselamatan, kemerdekaan dan hak-hak asasi mereka. Dalam 
menghadapi negara non islam terdapat tiga pilihan yang ditawarkan 
islam. (1) masuk islam, (2) membayar jizyah atau (3) diperangi. Bagi 
yang masuk islam mereka aman, tidak diperangi dan tidak ada kewajiban 
membayar jizyah. Bagi yang tidak mau masuk islam ada dua pilihan 
yaitu membayar jizyah atau diperangi. 
2. Kharaj, yaitu pajak bumi. Ini berlaku bagi tanah yang diperoleh kaum 
muslimin lewat peperangan yang kemudian dikembalikan dan digarap 
oleh para pemiliknya. Sebagai imbalannya maka pemiliknya 
mengeluarkan pajak bumi kepada pemerintah islam. 
3. „Usyur, yaitu pajak perdagangan, atau bea cukai (pajak Impor dan 
Ekspor). Mengingat bahwa kebutuhan biaya pembangunan dalam arti 
luas sangat besar termasuk jalannya roda pemerintahan, maka dibutuhkan 
dana yang cukup besar yang tidak dapat ditopang oleh zakat semata, 
islam membenarkan pemungutan pajak. 
Dalam islam, pentingnya membayar pajak juga diterangkan oleh Allah 
SWT dalam Al-qur‟an bahwa orang yang tidak mau membayar pajak atau 
jizyah boleh diperangi karena mereka tergolong orang-orang yang tidak 
beriman. 
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Firman Allah: 
                      
                   
             
 
Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan 
tidak (pula)kepada hari kemudian, dan mereka tidak 
mengharamkan apa yangdiharamkanoleh Allah dan Rasulnya dan 
tidak beragama dengan agama yang benar (agamaAllah), (yaitu 
orang-orang) yang diberikan Al-kitab kepada mereka, 
sampaimereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka 
dalam keadaan tunduk” .(Q.S. At-Taubah : 29) 
 
Yang dimaksud dengan “Jizyah” adalah pajak perkepala yang dipungut 
oleh Pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan islam, sebagai imbalan 
bagi keamanan diri mereka. Kaum muslimin sebagai pembayar pajak harus 
mempunyai batasan pemahaman (definisi) yang jelas tentang pajak menurut 
pandangan atau pemahaman islam, sehingga apa-apa yang dibayar memang 
termasuk hal-hal yang memang diperintahkan oleh Allah SWT sebagai suatu 
ibadah. Jika hal itu bukan perintah, tentunya ia tidak termasuk ibadah. 
 
2.6 Hasil Penelitian Sebelumnya 
1. Sunanto (2016) dengan penelitian mengenai Analisis Perhitungan Pajak 
Penghasilan Menurut Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pada 
Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Harapan Jaya Sekayu. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan dan perbandingan 
PPh Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Harapan Jaya Sekayu dan 
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menurut Undang-undang PPh nomor 36 Tahun 2008. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa “Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Harapan Jaya 
Sekayu belum melakukan koreksi fiskal menurut Undang-undang PPh 
Nomor 36 Tahun 2008 terhadap perhitungan hasil usaha Koperasi 
Pegawai Negeri (KPN) Harapan Jaya Sekayu karena masih terdapat 
akun-akun yang dimasukkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak 
dan belum melakukan penyesuaian tarif penyusutan aktiva tetap 
sehingga hasil usaha yang didapat bukan merupakan hasil usaha fiscal”. 
2. Annisa, Meta Rizky dan Adilistiono (2015) dengan penelitian mengenai 
Penyusunan Laporan Keuangan Fiskal Pada Koperasi Serba Usaha 
Karyawan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2014. Tujuan penelitian 
ini untuk menyusun laporan keuangan fiskal pada Koperasi Serba 
Usaha Karyawan Pemerintah Kota Semarang tahun 2014 dan untuk 
mengetahui faktor-faktor penyebab perbedaan antara laporan keungan 
komersial dengan laporan keuangan fiskal pada Koperasi Serba Usaha 
Karywan Pemerintah Kota Semarang tahun 2014. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa “Penyusunan laporan keuangan pada Koperasi 
Serba Usaha Karyawan Pemerintah KotaSemarang belum sesuai 
dengan peraturan perpajakan sehingga menyebabkan sisa hasil usaha 
komersial pada Koperasi Serba Usaha Karyawan Pemerintah Kota 
Semarang berbeda dengan sisa hasil usaha fiscal”. 
3. Sondakh, Steffani Gabriella (2015) dengan penelitian mengenai 
Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada Pt. 
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Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia. Tujuan penelitian 
ini  untuk mengetahui apakah semua pendapatan atau beban yang 
dikoreksi telah sesuai dengan undang-undang perpajakan dan berapakah 
jumlah pajak penghasilan PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta 
Cemerlang Indonesia (PT. BPR CCI) tahun 2013 setelah dilakukan 
koreksi fiskal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa “Pt. Bank 
Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia dalam melakukan 
koreksi fiskal masih terdapat biaya-biaya yang tidak dikoreksi 
perusahaan yang seharusnya dikoreksi. ”. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1 Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Koperasi Sawit Usaha Manunggal Desa 
Seresam kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. 
 
3.2 Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis dan sumber data yang digunakan penulis adalah: 
1. Data Primer, yaitu data yang berasal langsung dari objek penelitian atau 
responden, baik individu maupun kelompok. Kualitas data primer dapat 
dikontrol secara langsung oleh peneliti, karena peneliti memahami secara 
langsung proses pengumpulan datanya. (Chandrarin 2017 : 123) 
Pada penelitian ini data yang diperoleh langsung dari koperasi berupa 
sejarah singkat koperasi dan kegiatan koperasi. 
2. Data sekunder, yaitu data yang berasal dari pihak atau lembaga yang 
telah menggunakan atau mempublikasikannya. 
Pada penelitian ini  digunakan data yang telah siap diolah antara lain 
berupa Neraca, Perhitungan Hasil Usaha (PHU), daftar aktiva tetap, Surat 
Pemberitahuan (SPT) Tahunan, dan struktur organisasi. 
 
3.3 Metode Pengumpulan Data 
1. Wawancara (interview), yaitu dengan mengadakan Tanya jawab dengan 
pengurus koperasi. 
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2. Dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data-data perusahaaan, 
seperti laporan keuangan berupa Laporan Neraca, Perhitungan Hasil 
Usaha (PHU), daftar aktiva tetap, serta SPT tahunan, struktur 
organisasi, dan kegiatan perusahaan 
 
3.4 Analisis Data 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian deskriptif dan komparatif. Penelitian deskriptif merupakan 
penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai 
status gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat 
penelitian dilakukan. 
Sedangkan penelitian komparatif adalah penelitian yang bersifat 
membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan 
dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat obek yang diteliti 
berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Jadi pada penelitian ini data 
diperoleh dari perusahaan disusun sedemikian rupa sehingga dapat 
dibandingkan dengan teori-teori yang relevan untuk kemudian diambil suatu 
kesimpulan. 
 
 
 
 
  
59 
 
 
BAB IV 
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 
4.1 Sejarah Singkat Koperasi 
Awal Tahun 2000-an gagasan sekaligus pendirian Koperasi Sawit 
Usaha Manunggal (Kopsa UM) dicetuskan. Kondisi ini seiring dan menyikapi 
rencana akan adanya pola kebun plasma system bapak angkat (KKPA) 
dengan PT Meganusa Intisawit (MNIS). 
Tanggal 2 Juni 2000 bertempat di Balai Desa Seresam, pemerintah desa 
dan warga sebagai calon anggota koperasi, menggelar rapat khusus 
pembentukan sekaligus pengukuhan kepengurusan. Pada tanggal 26 Juni 
2000 Pendirian Kopsa UM dikukuhkan dalam akta pendirian koperasi dengan 
SK No. 143/BH/KDK-44/1.1/VI/2000. 
Guna pencapaian landasan, azas, dan tujuan kopsa UM berhak untuk 
menyelenggarakan usaha-usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan 
dan kebutuhan anggota. Seperti: 
1. Unit Usaha Perkebunan 
2. Unit Usaha Waserda 
3. Unit Usaha Saprodi/Saprotan 
4. Unit Usaha Jasa Angkutan 
5. Unit Usaha Jasa Land Clearing 
6. Unit Usaha Jasa Simpan Pinjam. 
Jika disimak dari rentetan hubungan kemitraan, seperti halnya 17 Kopsa 
yang akan ada di Kecamatan Seberida, Rakit Kulim dan Batang Cenaku, 
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KOPSA UM merupakan koperasi mitra PT Meganusa Intisawit (MNIS) dan 
berinduk pada KUD sumber rezeki. 
Sedangkan landasan dan asaz koperasi adalah berlandaskan Pancasila 
dan UU 1945 serta berdasarkan atas asaz kekeluargaan. Selain itu, koperasi 
bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada umumnya, serta ikut 
membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan 
masyarakat yang maju, adil dan makmur. 
 
4.2 Legalitas Koperasi Sawit Usaha Manunggal 
Badan Hukum Nomor :  143/BH/KDK-44/VI/2000 
Nomor NPWP :  02.075.818.1-123.000 
Nomor SITU :  635/BPMD&PPT/IX/2015 
Nomor SIUP :  280/BPMD DAN PPT/SIUP-PK/XI/2012 
Nomor IMB :  110/BPMD&PPT/BP-IMB/VII/2014 
Tanggal Pendirian :  26 Juni 2000 
Alamat :  Jln Raya Lintas Selatan, RT 14 RW 03 Desa 
Seresam Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu, 
RiauKode Pos 29371 
 
 
4.3 MOTTO 
“Anggota Cerdas Koperasi Maju” 
4.4 VISI dan MISI 
VISI 
Menjadi Lembaga Ekonomi andalan dan terdepan demi kesejahteraan 
anggota 
MISI 
1. Mewujudkan kualitas layanan yang handal, loyal, akuntabel, transparan 
dan berkelanjutan. 
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2. Mengelola dan mengembangkan unit usaha secara profesional dan 
transparan. 
3. Membangun kerjasama dengan pihak-pihak lain yang saling 
menguntungkan dan berkelajutan . 
4. Mengintegrasikan pengelolaan unit-init usaha guna peningkatan 
evektifitas dan akuntabilitas. 
5. Melayani kebutuhan dasar anggota secara proporsional 
6. Menjalankan managemen yang berkomitmen. 
7. Berperan serta dalam mewujudkan program pemerintah/dinas Koperasi 
dan UMKM dalam upaya peningkatan produktivitas dan daya saing 
ekonomi anggota, menciptakan lapangan kerja dan pengentasan 
kemiskinan. 
4.5 Struktur Organisasi 
4.5.1 Pengurus Koperasi 
Gambar IV.1 
Struktur Pengurus Koperasi 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: KOPSA UM 
 
 
Ketua 
Makhaludin, S.Sos 
Sekretaris 
Masrul Lubis, S.Si 
Bendahara 
Atatun Sukendar 
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Tugas dan tanggung jawab ketua: 
1. Mengendalikan seluruh kegiatan koperasi 
2. Memimpin, mengkoordinir, dan mengontrol jalannya aktifitas 
koperasi dan bagian-bagian yang ada di dalamnya. 
3. Menerima laporan atas kegiatan yanng dikerjakan masing-
masing. 
4. Menandatangani surat penting. 
5. Memimpin rapat anggota tahunan dan melaporkan laporan 
pertanggung jawaban akhir tahun pada anggota. 
6. Mengambil keputusan atas hal-hal yang dianggap penting 
bagi kelancaran kegiatan koperasi. 
Tugas dan tanggung jawab sekretaris: 
1. Membantu ketua dalam melaksanakan kerja 
2. Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat dan 
ketatausahaan koperasi 
3. Mencatat tentang kemajuan dan kelemahan yang terjadi pada 
koperasi. 
4. Menyampaikan hal-hal yang penting pada ketua 
5. Membuat pendataan koperasi. 
Tanggung jawab bendahara: 
1. Merencanakan anggaran belanja dan pendapatan koperasi. 
2. Memelihara semua harta kekayaan koperasi 
3. Membukukan transaksi ke Supplier > Rp 1 juta 
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4. Pengisian saldo 
5. Melakukan Cash Opname yang ada di kasir 
 
4.5.2 Pengawas Koperasi 
 
Gambar IV.2 
Struktur Pengawas Koperasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tugas Pengawas: 
1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan 
pengelolaan koperasi. 
Kewajiban Pengawas: 
1. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap 
pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Koperasi. 
2. Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada koperasi. 
3. Memberikan koreksi, sara teguran dan peringatan kepada 
Pengurus. 
4. Membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas 
pengawasan kepada Rapat Anggota. 
 
Anggota 
Maman, S.Ag 
Anggota 
H. Wardi 
Ketua 
Widya Setiawan, ST 
Sumber: KOPSA UM 
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4.6 Unit Usaha 
Koperasi Sawit Usaha Manunggal memiliki 5 jenis unit usaha dan 
masing-masing unit usaha memiliki volume usaha, yaitu: 
1. Unit Usaha Transportasi 
Pada tahun 2018 Koperasi Sawit Usaha Manunggal ini 
memiliki kendaraan berjumlah 34 unit dengan kapasitas angkutan 
(Kg) sebanyak 21.451.840 dan mendapatkan jasa/keuntungan 
sebanyak Rp 21.177.760. 
2. Unit Usaha Simpan Pinjam 
a. SP. BBM 
Pada tahun 2018 Koperasi Sawit Usaha Manunggal 
memiliki kapasitas pinjaman Rp 0 dan jasa bruto sebesar Rp 
225.000. 
b. SP Koperasi 
Pada tahun 2018 Koperasi Sawit Usaha Manunggal 
memiliki kapasitas pinjaman Rp 9.157.555.169 dan jasa bruto 
sebesar Rp 1.477.593.100. 
3. Unit Usaha Mini Market 
Pada tahun 2018 Koperasi Sawit Usaha Manunggal memiliki 
kapasitas pinjaman Rp 3.294.898.595 dan jasa bruto sebesar         
Rp 144.116.933. 
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4. Unit Usaha Perkebunan 
Pada tahun 2018 Koperasi Sawit Usaha manunggal memiliki 
435 orang petani dengan jumlah kavling sebanyak 367 kavling.  
5. Unit Usaha Saprosa 
Pada tahun 2018 Koperasi Sawit Usaha Manunggal memiliki 
kapasitas pinjaman Rp 446.448.500 dan jasa bruto sebesar            
Rp 36.981.188. 
 
4.7 Permodalan 
Berikut rincian permodalan yang diperoleh Koperasi Sawit Usaha 
Manunggal: 
Tabel IV.1 
Volume Modal 
No Keterangan 
Tahun 
Jumlah 
2017 2018 
1 Simpanan Pokok 5,930,000 10.000 5.940.000 
2 Simpanan Wajib 1,888,975,000 268.130.000 2.157.105.000 
3 Simpanan Sukarela 37,500 -  37.500 
  Sub Total 1,894,942,500 268.140.000 2.163.085.500 
4 Dana Konvensasi -  -  -  
5 Cadangan 2,910,125,643 90.336.103 3.000.461.746 
6 Donasi 14,250,000 -  14.250.000 
7 Dana Fee 1%   -    
  Sub Total 2,924,375,643 90.336.103 3.014.711.746 
          
Grandtotal 4,819,318,143 358.478.103 5.177.794.246 
Sumber Data: Data Olahan KOPSA UM 
 
Maka total modal yang dimiliki Koperasi Sawit Usaha Manunggal 
pada tahun 2018 sebesar Rp 5.177.794.246 
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BAB VI 
PENUTUP 
 
6.1 Kesimpulan 
Berdasarkan wawancara dan analisis yang penulis lakukan pada data-
data Keuangan Koperasi Sawit Usaha Manunggal Desa Seresam, maka dapat 
ditarik kesimpulan bahwa Koperasi Sawit Usaha Manunggal Desa Seresam 
belum melakukan perhitungan pajak penghasilan berdasarkan peraturan 
perpajakan yang berlaku saat ini. Hal ini dapat dilihat dari: 
1. Penghasilan dari Koperasi Sawit Usaha Manunggal Desa Seresam, yang 
tidak boleh diperhitungkan sebagai laba kena pajak oleh Peraturan 
Perpajakan, karena bersifat final. Penghasilan itu adalah Jasa BRI dan 
Jasa BPD. 
2. Biaya-biaya yang tidak diperkenankan menjadi pengurang penghasilan 
menurut peraturan perpajakan. Dalam laporan keuangan koperasi biaya 
tersebut adalah biaya sumbangan dan beban THR 
3. Adanya perbedaan nilai penyusutan aktiva tetap pada daftar aktiva tetap 
yang dimiliki oleh koperasi dengan peraturan perpajakan sebagaimana 
yang dimaksud pada pasal 11 Undang-Undang No 36 Tahun 2008 
tentang penyusutan aktiva tetap. Pada penyusutan aktiva tetap, koperasi 
menilai penyusutannya sebesar Rp 153.654.946, sedangkan menurut 
Undang-Undang Perpajakan yang berlaku adalah sebesar                    
Rp 166.984.053. 
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4. Terjadinya koreksi pada penghasilan dan biaya-biaya dari Koperasi 
Sawit Usaha Manunggal Desa Seresam, menyebabkan adanya jumlah 
selisih Sisa Hasil Usaha Tahun 2018 antara perusahaan dan peraturan 
perpajakan sebesar Rp 113.495.386, dari Rp 637.701.025 menjadi       
Rp 524.205.639. 
 
6.2 Saran 
Penulis berharap untuk tahun-tahun berikutnya agar dalam penyusunan 
laporan keuangan terutama Laporan Sisa Hasil Usaha, Koperasi Sawit Usaha 
Manunggal Desa Seresam berpedoman pada Undang-Undang Perpajakan 
yang berlaku. Jika dalam penyusunan laporan keuangan Koperasi Sawit 
Usaha Manunggal Desa Seresam masih berpedoman pada standar akuntansi 
keuangan, maka dalam menghitung dan melaporkan pajak terutangnya, 
Koperasi Sawit Usaha Manunggal harus melakukan koreksi dahulu terhadap 
laporan keuangan koperasi (komersial) untuk mendapatkan laporan keuangan 
fiskal. Hal ini dilakukan agar koperasi tidak salah dalam dengan sanksi pajak. 
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LAMPIRAN 
1. Neraca  2018 
2. Penjelasam Pos-Pos Sisa Hasil Usaha 
3. Daftar Aktiva Tetap KOPSA Usaha Manunggal 2018 
4. Daftar Wawancara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Lampiran 1 
KOPSA USAHA MANUNGGAL 
NERACA 
PER 31 DESEMBER 2018 
(Dengan Angka-AngkaTahun 2017 Sebagai Pembanding) 
  
       KETERANGAN   CAT   2018   2017 
  
    
(Rp.) 
 
(Rp.) 
AKTIVA 
      AKTIVA LANCAR 
   
   
   Kas dan Setara Kas 
 
3 
 
794,486,182  
 
8,004,706,439  
   Jaminan Bank (Deposito) 
 
4 
 
9,872,065,293  
 
1,700,000,000  
   Piutang Usaha 
 
5 
 
9,582,683,403  
 
9,758,760,308  
   Piutang Lain-Lain 
 
6 
 
1,023,582,628  
 
987,481,022  
   Persediaan 
 
7 
 
791,866,692  
 
768,812,377  
         Jumlah Aktiva Lancar 
   
22,064,684,198  
 
21,219,760,146  
  
    
   
AKTIVA TETAP 
 
8 
 
   
   Harga Perolehan 
   
4,601,305,053  
 
3,482,965,253  
   Akumulasi Penyusutan 
   
(1,094,488,353) 
 
(940,833,418) 
         Jumlah Aktiva Tetap (Nilai Buku) 
   
3,506,816,700  
 
2,542,131,835  
  
    
   
AKTIVA LAIN-LAIN 
 
9 
 
   
   Piutang Jangka Panjang 
   
418,798,453  
 
532,378,455  
         Jumlah Aktiva Lain-Lain 
   
418,798,453  
 
532,378,455  
  
    
   
  
    
   
JUMLAH AKTIVA 
   
25,990,299,351  
 
24,294,270,436  
  
    
   
KEWAJIBAN DAN MODAL 
   
   
KEWAJIBAN LANCAR 
   
   
   Hutang Usaha 
 
10 
 
34,744,131  
 
74,533,652  
   Hutang Lain-Lain 
 
11 
 
784,333,287  
 
726,739,411  
   Hutang Titipan 
 
12 
 
13,442,682,891  
 
12,072,538,118  
   Hutang Pajak 
 
13 
 
47,378,070  
 
84,480,540  
   Tabungan Anggota 
 
14 
 
4,106,594,666  
 
4,544,266,568  
   Biaya Yang Masih Harus Dibayar 
 
15 
 
80,000,000  
 
80,000,000  
   Dana Resiko 
 
16 
 
56,95 
 
56,95 
   Hutang Dana Bagian Anggota 
 
17 
 
124,367,635  
 
117,367,023  
   Hutang Dana-Dana 
 
18 
 
75,002,002  
 
115,086,058  
  
   Simpanan Sukarela 
 
19 
 
37,5 
 
37,5 
         Jumlah Kewajiban Lancar 
   
18,695,197,132  
 
17,815,105,820  
  
    
   
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 
 
20 
 
   
   Hutang Jangka Panjang 
   
1,576,597,049  
 
1,267,633,541  
         Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 
   
1,576,597,049  
 
1,267,633,541  
  
    
   
KEKAYAAN BERSIH 
   
   
   Dana Fee 1% 
 
21 
 
                              
-     
                                
-  
   Simpanan Pokok 
 
22 
 
5,940,000  
 
5,930,000  
   Simpanan Wajib 
 
23 
 
2,157,105,000  
 
1,888,975,000  
   Donasi 
 
24 
 
14,250,000  
 
14,250,000  
   Cadangan 
 
25 
 
3,000,461,746  
 
2,910,125,643  
   SHU Tahun Berjalan 
 
26 
 
540,748,425  
 
392,184,432  
         Jumlah Kekayaan Bersih 
   
5,718,505,171  
 
5,211,465,075  
  
    
   
JUMLAH KEWAJIBAN DAN 
KEKAYAAN BERSIH       
25,990,299,352    24,294,204,436  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Lampiran 2 
Penjualan 
      
  
Saldo akun Penjualan per 31 Desember 2018 adalah sebagai 
berikut: 
 
  
      
 31 Desember 2018  
 
 31 Desember 2017  
      
 Rp.  
 
 Rp.  
 - Penjualan Mini Market 
   
      3.294.898.595  
 
      3.004.407.704  
 - Penjualan DO Mini Market 
   
                        -    
 
         438.758.856  
 - Penjualan Saprosa 
    
         446.448.500  
 
         417.230.000  
 - Pendapatan Selisih Kasir 
   
               647.548  
 
             1.379.253  
 - Pendapatan Lain-Lain Mini Market 
  
             3.996.198  
 
             4.771.000  
 - Penjualan Lancer 
    
                        -    
 
         190.775.000  
 - Penjualan Bronsus 
      
      1.126.746.270  
Jumlah Penjualan 
  
      3.745.990.841  
 
      5.184.068.083  
 
 
     Harga Pokok Penjualan 
     
  
Saldo akun Harga Pokok Penjualan per 31 Desember 2018 adalah 
sebagai berikut: 
 
  
      
 31 Desember 2018  
 
 31 Desember 2017  
      
 Rp.  
 
 Rp.  
 - Harga Pokok Penjualan MM 
   
      3.150.781.662  
 
      3.334.792.633  
 - Harga Pokok Penjualan Saprosa 
   
         409.467.312  
 
         385.483.500  
 - Harga Pokok Penjualan Lancer 
   
                        -    
 
         169.910.000  
 - Harga Pokok Penjualan Bronsus 
     
         942.727.772  
Jumlah Harga Pokok Penjualan 
  
      3.560.248.974  
 
      4.832.913.905  
 
 
     
         Pendapatan Jasa 
      
  
Saldo akun Pendapatan Jasa per 31 Desember 2018 adalah sebagai 
berikut: 
 
  
      
 31 Desember 2018  
 
 31 Desember 2017  
      
 Rp.  
 
 Rp.  
Jasa Simpan Pinjam 
      
  
 - Jasa Simpan Pinjam Umum 
   
                        -    
 
             2.145.000  
 - Jasa Simpan Pinjam BBM 
   
               225.000  
 
               140.000  
 - Jasa Simpan Pinjam KOP 
   
      1.477.593.100  
 
      1.401.632.130  
 - Jasa Simpan Pinjam Khusus 
   
                        -    
 
                        -    
 - Jasa Pinjaman lunak 
   
           11.885.150  
 
           14.781.500  
 - Jasa Adm Tabungan 
   
           18.024.083  
 
           17.235.159  
 - Adm SP KOP 
    
           62.161.000  
 
           66.363.500  
 - Adm SP BPD 
    
             6.200.000  
 
             7.700.000  
 - Adm SP SINARMAS 
   
               750.000  
 
                        -    
Pendapatan Unit Kebun 
     
  
 - Fee TBS Tahap II 
    
           64.415.296  
 
           76.845.934  
 - Fee TBS Tahap III 
    
           88.528.723  
 
           88.862.192  
 - Fee Transportasi TBS 
   
           17.013.737  
 
           42.305.635  
 - Pendapatan Brondol Khusus 
   
         289.508.332  
 
                        -    
  
 - Pendapatan Adm Kebun Tahap II  
  
           10.368.672  
 
           11.232.728  
 - Pendapatan Adm Kebun Tahap III 
  
           15.000.000  
 
           16.250.000  
 - Pendapatan Fee Pupuk 
   
           62.891.820  
 
           27.711.255  
 - Pendapatan Dump Truck 
   
         101.948.032  
 
           82.971.320  
 - Pendapatan ALAT BERAT 
CRANE 
  
         152.105.621  
 
  
Jumlah Pendapatan Jasa 
  
      2.378.618.566  
 
      1.856.176.353  
      
        
  
Beban Usaha 
      
  
Saldo akun Beban Usaha per 31 Desember 2018 adalah sebagai 
berikut: 
 
  
      
 31 Desember 2018  
 
 31 Desember 2017  
      
 Rp.  
 
 Rp.  
 - Beban Honor Karyawan Kebun 
   
           93.000.000  
 
         111.963.973  
 - Beban Honor Karyawan Simpan 
Pinjam 
  
           90.150.000  
 
           94.000.000  
 - Beban Honor Karyawan Mini 
Market 
  
         130.750.000  
 
         134.300.000  
 - Beban Honor Karyawan 
Saprosa 
   
           35.250.000  
 
           24.000.000  
 - Beban Operasional Simpan Pinjam 
  
             5.120.724  
 
             3.955.557  
 - Beban Program MM 
   
             9.500.000  
 
           17.050.000  
 - Beban Operasional Mini Market 
   
           13.316.500  
 
           10.245.130  
 - Beban Oprasional Kebun 
   
           12.980.484  
 
           14.084.891  
 - Beban Transportasi Thp. II  
     
                        -    
 - Beban Transportasi Thp. III 
     
                        -    
 - Beban Operasional Brondolan 
Khusus 
  
           40.827.000  
 
           13.486.740  
 - Beban Bunga Tabungan Umum 
   
         127.600.816  
 
         120.231.772  
 - Beban Konsumsi/kunjungan 
Konsultan MM 
  
             1.886.000  
 
                        -    
 - Beban Bunga D Reflanting T2 
   
         124.448.590  
 
         119.449.710  
 - Beban Pinjaman Sinarmas 
   
           73.832.123  
 
         113.219.974  
 - Beban Konsumsi MM 
   
                        -    
 
               660.900  
 - Beban Pinjaman LPDB 
KUMKM 
   
             4.172.382  
 
           42.473.812  
 - Beban Pinjaman BPD 
   
           65.106.431  
 
           42.551.350  
 - Beban Pinjaman BPD (Crane 
Graber) 
  
           36.650.850  
 
  
 - Beban Pinjaman BPD (Dump truck 
kopsa) 
  
           23.153.010  
 
           33.740.040  
 - Beban Operasional Saprosa 
   
             2.018.000  
 
             2.513.000  
 - Beban Lain-Lain 
    
                        -    
 
               466.121  
 - Beban OPERASIONAL 
CRANE 
   
         116.103.405  
 
                        -    
 - Beban Operasional Dump 
Truck 
   
           82.111.101  
 
           48.946.261  
Jumlah Beban Usaha 
  
      1.087.977.416  
 
         947.339.231  
 
 
 
     
  
Beban Administrasi dan 
Umum 
     
  
Saldo akun Beban Administrasi dan Umum per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut: 
      
 31 Desember 2018  
 
 31 Desember 2017  
      
 Rp.  
 
 Rp.  
 - Beban Gaji Pengurus  
   
         117.000.000  
 
         117.000.000  
 - Beban Gaji Karyawan 
   
           39.000.000  
 
           39.000.000  
 - Beban Gaji BP, BPP 
   
           52.800.000  
 
           52.800.000  
 - Beban Gaji Karyawan Umum 
   
         100.124.000  
 
           97.938.000  
 - Beban Gaji Pengamanan Gajian 
   
             9.300.000  
 
             9.600.000  
 - Beban Sumbangan 
    
             2.490.000  
 
             1.830.000  
 - Beban RAT 
    
           60.000.000  
 
           60.000.000  
 - Beban Atk dan Adm Umum 
   
           22.752.200  
 
           12.951.080  
 - Beban Operasional & prlgkpn 
umum 
  
           41.157.139  
 
           30.540.897  
 - Beban Perjalanan Dinas 
   
           18.008.397  
 
             3.599.000  
 - Beban Perawatan/Service 
Kantor 
   
             6.349.000  
 
             4.650.000  
 - Beban Perawatan&Service peraltn 
kntr 
  
           27.524.221  
 
           29.370.500  
 - Beban Perlengkapan Kantor 
     
               500.000  
 - Beban Perlengkapan Karyawan 
   
             2.720.000  
 
                        -    
 - Beban Pembangunan 
   
                        -    
 
                        -    
 - Beban Audit  
    
           20.000.000  
 
           20.000.000  
 - Beban Penyusutan Aktiva Tetap 
   
         153.654.946  
 
         149.352.945  
 - Beban THR 
    
           42.089.000  
 
           35.542.500  
 - Beban Konsumsi Rapat, Gajian, dll 
  
             7.674.750  
 
             8.995.100  
 - Beban BPJS Ketenagakerjaan 
   
           37.485.774  
 
           24.867.146  
 - Beban Beban Konsumsi 
Kantor/lain-lain 
  
             9.279.850  
 
             3.778.700  
 - Beban BPJS Kesehatan Karyawan 
Kopsa 
  
           28.428.929  
 
           32.098.839  
 - Beban BBM (solar/bensin) 
   
           18.045.012  
 
           16.258.000  
 - Beban Listrik PLN 
    
           59.604.576  
 
           53.375.092  
        
  
Jumlah Beban Adm dan Umum 
  
         875.487.794  
 
         804.047.799  
 
 
     
        
  
Pendapatan Lain-Lain 
     
  
Saldo akun Pendapatan Lain-Lain per 31 Desember 2018 adalah 
sebagai berikut: 
 
  
      
 31 Desember 2018  
 
 31 Desember 2017  
      
 Rp.  
 
 Rp.  
 - Jasa BRI 
    
             4.895.039  
 
             5.873.727  
 - Jasa BPD 
    
             6.195.294  
 
           11.615.047  
 - Jasa & Insentif fee BPD 
   
           33.295.323  
 
           34.279.323  
 - Pendapatan Sewa Mobil 
   
             5.185.000  
 
             6.850.000  
 - Pendapatan dan Fee Bank Sinarmas 
  
             5.055.370  
 
      19.403.926,00  
 - Pendapatan Lain-Lain Kantor 
   
           45.120.365  
 
             1.830.483  
 - Pendapatan ATM BRILINK kopsa 
  
             5.001.685  
 
  
  
Jumlah Pendapatan Lain-Lain 
  
         104.748.076  
 
           79.852.506  
      
        
  
Beban Lain-Lain 
      
  
Saldo akun Beban Lain-Lain per 31 Desember 2018 adalah sebagai 
berikut: 
 
  
      
 31 Desember 2018  
 
 31 Desember 2017  
      
 Rp.  
 
 Rp.  
 - Beban Adm BRI 
    
             1.234.191  
 
             1.867.030  
 - Beban Adm BII 
    
                        -    
 
                        -    
 - Beban Adm BPD 
    
               496.558  
 
               477.716  
 - Beban Bunga Pinjaman BRI 
   
           66.126.624  
 
           63.895.447  
 - Beban Lain-Lain 
    
                 84.901  
 
                        -    
Jumlah Beban Lain-Lain 
  
           67.942.274  
 
           66.240.193  
 
 
 
 
Lampiran 3 
KOPSA USAHA MANUNGGAL 
DAFTAR AKTIVA TETAP 
PER  31 DESEMBER 2018 
         
  
   
NO KETERANGAN 
JUMLAH 
(UNIT) 
NO. 
SERI  
% 
PENY 
TAHUN 
PEROLEHAN 
HARGA        
PEROLEHAN            
31-12-2017 
PENAMBAHAN 
PENGURANGAN 
HARGA        
PEROLEHAN            
31-12-2018 
AKUMULASI 
PENYUSUTAN   
31-12-2017 
PENYUSUTAN  
PER 31-12-
2018 
AKUMULASI 
PENYUSUTAN     
31-12-2018 
I TANAH         ( Rp, ) ( Rp, ) ( Rp, ) ( Rp, ) ( Rp, ) ( Rp, ) 
1 - Tanah Bangunan Kantor   
 
0% 2002 
       
10.000.000                          -    
         
10.000.000                       -                           -    
                        
-    
  Jumlah I         
       
10.000.000                          -    
         
10.000.000                       -                           -    
                        
-    
II BANGUNAN   
 
                
1 - Kantor   
 
5% 2002 
       
65.142.736                          -    
         
65.142.736        58.857.052                         -    
          
58.857.052  
2 - Gudang Mini Market   
 
5% 2009 
     
167.384.500    
       
167.384.500        76.953.800  
           
8.369.225  
          
85.323.025  
3 - Tempat Cucian Kopsa   
 
10% 20.03.2012 
       
11.200.000                          -    
         
11.200.000          6.440.000  
           
1.120.000  
            
7.560.000  
4 - Gedung BP/Rapat   
 
5% 31.07.2012 
       
18.527.000                          -    
         
18.527.000          5.017.729  
              
926.350  
            
5.944.079  
5 - PAGAR HALAMAN KOPSA   
 
5% 31,12,2013 
     
197.105.500    
       
197.105.500        44.117.658  
           
9.855.275  
          
53.972.933  
6 - GUDANG   
 
5% 19,06,2014 
       
37.966.000    
         
37.966.000          6.644.050  
           
1.898.300  
            
8.542.350  
7 - BANGUNAN GEDUNG BARU   
 
3% 31,12,2014 
  
1.564.466.467                          -    
    
1.564.466.467        84.633.489  
         
39.111.662  
        
123.745.151  
8 - TOILET MM   
 
5% 31,12,2014 
       
15.675.500    
         
15.675.500          2.351.325  
              
783.775  
            
3.135.100  
9 - POS SATPAM   
 
5% 31,12,2014 
       
10.957.000    
         
10.957.000          1.643.550  
              
547.850  
            
2.191.400  
10 - KANTIN KOPSA   
 
10% 18,04,2015 
         
6.200.000    
           
6.200.000          1.653.333  
              
620.000  
            
2.273.333  
11 - GARASI CRANE   
 
10% 30,04,2018              9.694.000  
           
9.694.000    
              
646.267  
               
646.267  
12 - GUDANG DIESEL   
 
10% 29,11,2018            16.281.000  
         
16.281.000    
              
135.675  
               
135.675  
  Jumlah II         
  
2.094.624.703           25.975.000  
    
2.120.599.703      288.311.986  
         
64.014.378  
        
352.326.364  
III KENDARAAN   
 
                
1 - Sepeda Motor WIN   
 
20% 12.08.2004 
       
10.246.000                          -    
         
10.246.000        10.246.000                         -    
          
10.246.000  
 
 
2 - Toyota Rush 1,5 M/T D1292 DU   
 
10% 12.09.2011 
     
264.416.000                          -    
       
264.416.000      246.788.266  
           
7.627.734  
        
254.416.000  
3 - Kawasaki Ninja BM 4118 VW   
 
20% 07.07.2012 
       
26.896.000                          -    
         
26.896.000        26.896.000                         -    
          
26.896.000  
4 - Mobil DUMP TRUCK BM      5% 31,01,2017 
     
360.732.000                          -    
       
360.732.000        18.036.600  
         
18.036.600  
          
36.073.200  
5 - MOTOR YAMAHA VIXION     10% 12,11,2018              5.000.000  
           
5.000.000    
              
500.000  
               
500.000  
6 - CRANE GRABER I     5% 19,04,2018          535.610.000  
       
535.610.000    
         
15.621.958  
          
15.621.958  
7 - CRANE GRABER II     5% 17,09,2018          535.610.000  
       
535.610.000    
           
6.695.125  
            
6.695.125  
  Jumlah III         
     
662.290.000      1.076.220.000  
    
1.738.510.000      301.966.866  
         
48.481.417  
        
350.448.284  
IV PERALATAN USAHA & MESIN   
 
                
1 - Pompa Air Merk Sanyo   
 
25% 18.08.2003 
            
385.000                          -    
              
385.000             384.999                         -    
               
384.999  
2 - Tangki Air   
 
20% 18.08.2003 
            
550.000                          -    
              
550.000             550.000                         -    
               
550.000  
3 - Tower Tangki Air   
 
20% 01.08.2003 
         
3.700.000                          -    
           
3.700.000          3.700.000                         -    
            
3.700.000  
4 - Tiang Bendera Lengkap   
 
50% 01.08.2003 
            
500.000                          -    
              
500.000             500.000                         -    
               
500.000  
5 - Umbul-Umbul   
 
50% 13.08.2003 
            
200.000                          -    
              
200.000             200.000                         -    
               
200.000  
6 - Genset   
 
20% 2003 
            
931.000                          -    
              
931.000             931.000                         -    
               
931.000  
7 - Bendera   
 
50% 13.08.2003 
              
17.500                          -    
                
17.500               17.500                         -    
                 
17.500  
8 - Sampan   
 
50% 2004 
         
2.300.000                          -    
           
2.300.000          2.300.000                         -    
            
2.300.000  
9 - Tangga Besi   
 
20% 04.04.2006 
            
675.000                          -    
              
675.000             675.000                         -    
               
675.000  
10 - Monitor Komputer   
 
20% 03.05.2006 
            
500.000                          -    
              
500.000             500.000                         -    
               
500.000  
11 - Brankas   
 
5% 13.11.2006 
         
9.500.000                          -    
           
9.500.000          9.500.000                         -    
            
9.500.000  
12 - Disel Merk Daito   
 
20% 10.09.2007 
         
4.225.000                          -    
           
4.225.000          4.224.999                         -    
            
4.224.999  
13 - Timbangan 250 Kg   
 
20% 20.11.2007 
            
205.000                          -    
              
205.000             204.999                         -    
               
204.999  
14 - Mesin Rumput Merk STILL   
 
20% 27.05.2009 
         
1.785.000                          -    
           
1.785.000          1.785.000                         -    
            
1.785.000  
15 - Gendola/ Rak Mini Market   
 
5% 27.02.2010 
       
92.200.750                          -    
         
92.200.750        35.115.657  
           
4.610.038  
          
39.725.695  
16 - Disel 30 Kw   
 
5% 17.03.2010 
       
21.000.000                          -    
         
21.000.000          8.050.000  
           
1.050.000  
            
9.100.000  
17 - Keranjang Mini Market   
 
5% 17.03.2010 
            
420.000                          -    
              
420.000             161.000  
                
21.000  
               
182.000  
18 - Mesin Bor    
 
5% 05.07.2010 
       
13.600.000                          -    
         
13.600.000          5.100.000  
              
680.000  
            
5.780.000  
19 - Mesin Bor sawit 2 unit   
 
20% 19.11.2010 
         
1.199.000                          -    
           
1.199.000          1.199.000                         -    
            
1.199.000  
 
 
20 - Tangki Air Luxi 1100 Ltr   
 
20% 30.06.2011 
            
870.000                          -    
              
870.000             870.000                         -    
               
870.000  
21 - Alat Sensor MM   
 
25% 20.07.2012 
         
4.795.000                          -    
           
4.795.000          4.795.000                         -    
            
4.795.000  
22 - Dispenser + rak dispenser    
 
20% 10,01,2013 
            
230.000                          -    
              
230.000             230.000                         -    
               
230.000  
23 - mesin bor   
 
20% 06,04,2013 
       
14.000.000                          -    
         
14.000.000        14.000.000                         -    
          
14.000.000  
24 - Mesin air sanyo   
 
20% 31,08,2013 
            
526.000                          -    
              
526.000             455.867  
                
70.133  
               
526.000  
25 - Printer Epson L120 & CANON MP 237   
 
20% 19,05,2015 
         
3.090.000                          -    
           
3.090.000          1.324.286  
              
618.000  
            
1.942.286  
26 - PRINTER UNIT SAPROSA 1 30 20% 07/06/2016 
         
1.130.000    
           
1.130.000             339.000  
              
226.000  
               
565.000  
27 - UPS UNIT SP & SAPROSA 2 31, 32 20% 08/06/2016 
         
3.270.000    
           
3.270.000             926.500  
              
654.000  
            
1.580.500  
28 - PROYEKTOR EPSON 1 13 10% 09/08/2016 
         
6.550.000    
           
6.550.000             873.333  
              
655.000  
            
1.528.333  
29 - PANEL LISTRIK 1 33 10% 05/09/2016 
         
2.950.000    
           
2.950.000             368.750  
              
295.000  
               
663.750  
30 - PRINTER ECANON ACCOUNTING 1 23 20% 28/09/2016 
         
1.000.000    
           
1.000.000             250.000  
              
200.000  
               
450.000  
31 - MESIN FINGER PRINT (ABSENSI) 1 
 
10% 26/12/2016 
         
3.000.000    
           
3.000.000             300.000  
              
300.000  
               
600.000  
32 - UPS ACC (1 UNIT) 1 
 
20% 24,01,2017 
         
1.080.000    
           
1.080.000             216.000  
              
216.000  
               
432.000  
33 - CPU UNIT SAPROSA 1 
 
20% 24,01,2017 
         
2.850.000    
           
2.850.000             570.000  
              
570.000  
            
1.140.000  
34 - PRINTER CANON UNIT SP (KASIR) 1 
 
20% 31,01,2017 
         
1.424.000    
           
1.424.000             284.800  
              
284.800  
               
569.600  
35 - KOTREK 10 TON UNIT KEBUN   
 
10% 13,02,2017 
         
7.900.000    
           
7.900.000             790.000  
              
790.000  
            
1.580.000  
36 - MESIN HITUNG UANG KASIR UNIT SP   
 
10% 13,02,2017 
       
20.000.000    
         
20.000.000          2.000.000  
           
2.000.000  
            
4.000.000  
37 - UPS KASIR   
 
20% 18,02,2017 
         
5.085.000    
           
5.085.000          1.017.000  
           
1.017.000  
            
2.034.000  
38 - PRINTER EPSON L360 1   10% 24,03,2017 
         
2.480.000    
           
2.480.000             248.000  
              
248.000  
               
496.000  
39 - UPS PROLINK UNIT SP 1 
 
20% 05,04,2017 
         
1.250.000    
           
1.250.000             250.000  
              
250.000  
               
500.000  
40 - CPU UNIT SERVER(1 UNIT) 1 
 
20% 13,04,2017 
         
4.250.000    
           
4.250.000             850.000  
              
850.000  
            
1.700.000  
41 - UPS & HARDISK TERA 1 
 
20% 17,05,2017 
         
2.480.000    
           
2.480.000             496.000  
              
496.000  
               
992.000  
42 - CPU & PRINTER 1 
 
20% 05,06,2017 
         
2.900.000    
           
2.900.000             580.000  
              
580.000  
            
1.160.000  
43 - RAK MM BELILAS/GENDOLA   
 
5% 01,01,2016 
     
130.748.600    
       
130.748.600          6.537.430  
           
6.537.430  
          
13.074.860  
44 - GENSET MM BELILAS   
 
5% 01,01,2016 
       
10.500.000    
         
10.500.000             525.000  
              
525.000  
            
1.050.000  
45 - UPS   
 
20% 08,02,2018              1.400.000  
           
1.400.000    
              
233.333  
               
233.333  
46 - UPS   
 
20% 13,02,2018              1.400.000  
           
1.400.000    
              
233.333  
               
233.333  
 
 
47 - SPRAYER SET CUCIAN   
 
20% 09,05,2018              2.500.000  
           
2.500.000    
              
291.667  
               
291.667  
48 - GELEN   
 
20% 08,11,2018                 600.000  
              
600.000    
                
20.000  
                 
20.000  
49 - CPU SEKRETARIS   
 
20% 19,11,2018              5.860.000  
           
5.860.000    
                
97.667  
                 
97.667  
50 - ALAT PMBERSIH DEBU   
 
20% 27,12,2018                 265.000  
              
265.000    
                
53.000  
                 
53.000  
    
 
  
 
                
  Jumlah IV         
     
388.251.850           12.025.000  
       
400.276.850      114.196.120  
         
24.672.401  
        
138.868.520  
V PERALATAN KANTOR                     
1 - Komputer LG 563 N   
 
20% 07.08.2002 
         
4.990.000                          -    
           
4.990.000          4.990.000                         -    
            
4.990.000  
2 - Printer LG 2180   
 
20% 07.08.2002 
         
5.600.000                          -    
           
5.600.000          5.600.000                         -    
            
5.600.000  
3 - Meja Biro   
 
20% 2002 
            
600.000                          -    
              
600.000             600.000                         -    
               
600.000  
4 - Meja Setengah Biro   
 
20% 2002 
         
1.050.000                          -    
           
1.050.000          1.050.000                         -    
            
1.050.000  
5 - Kursi Putar   
 
20% 2002 
            
250.000                          -    
              
250.000             250.000                         -    
               
250.000  
6 - Kursi Plastik   
 
20% 2002 
            
700.000                          -    
              
700.000             700.000                         -    
               
700.000  
7 - Lemari File   
 
25% 2002 
            
700.000                          -    
              
700.000             699.999                         -    
               
699.999  
8 - Papan Nama Koperasi   
 
50% 2002 
            
800.000                          -    
              
800.000             800.000                         -    
               
800.000  
9 - HP dan Antena   
 
25% 2003 
         
1.400.000                          -    
           
1.400.000          1.399.999                         -    
            
1.399.999  
10 - Kalkulator   
 
25% 2003 
            
360.000                          -    
              
360.000             359.999                         -    
               
359.999  
11 - Lemari File   
 
25% 2003 
         
1.400.000                          -    
           
1.400.000          1.399.999                         -    
            
1.399.999  
12 - Komputer LG 505 G   
 
20% 15.12.2003 
         
6.020.000                          -    
           
6.020.000          6.020.000                         -    
            
6.020.000  
13 - Stavo AVR 008   
 
20% 2003 
              
80.000                          -    
                
80.000               80.000                         -    
                 
80.000  
14 - Printer Cannon 1255   
 
20% 29.01.2003 
            
550.000                          -    
              
550.000             550.000                         -    
               
550.000  
15 - Meja Komputer   
 
20% 2003 
         
1.000.000                          -    
           
1.000.000          1.000.000                         -    
            
1.000.000  
16 - Kursi Tamu   
 
20% 2003 
         
1.100.000                          -    
           
1.100.000          1.100.000                         -    
            
1.100.000  
17 - Kipas Angin   
 
20% 25.11.2004 
            
250.000                          -    
              
250.000             249.999                         -    
               
249.999  
18 - Televisi   
 
20% 21.06.2004 
         
3.635.000                          -    
           
3.635.000          3.634.999                         -    
            
3.634.999  
19 - Computer Merk LG   
 
20% 23.07.2005 
         
5.550.000                          -    
           
5.550.000          5.549.999                         -    
            
5.549.999  
20 - Printer HP 1405   
 
25% 14.11.2005 
         
1.345.000                          -    
           
1.345.000          1.345.000                         -    
            
1.345.000  
 
 
21 - Printer HP 3920   
 
25% 14.11.2005 
         
1.690.000                          -    
           
1.690.000          1.690.000                         -    
            
1.690.000  
22 - Tangga Besi   
 
20% 04.04.2006 
            
675.000                          -    
              
675.000             675.000                         -    
               
675.000  
23 - Monitor komputer   
 
20% 21.08.2007 
            
860.000                          -    
              
860.000             860.000                         -    
               
860.000  
24 - Meja tingkat   
 
25% 31.01.2007 
         
1.100.000                          -    
           
1.100.000          1.100.000                         -    
            
1.100.000  
25 - Priter Cenon 145   
 
20% 18.07.2008 
         
2.715.000                          -    
           
2.715.000          2.714.999                         -    
            
2.714.999  
26 - Monitor Komp. LLT 17 Flat   
 
20% 18.07.2008 
         
1.400.000                          -    
           
1.400.000          1.399.999                         -    
            
1.399.999  
27 - Keyboart Okaya ps.12   
 
20% 18.07.2008 
              
35.000                          -    
                
35.000               34.999                         -    
                 
34.999  
28 - CPU   
 
20% 02.09.2008 
         
2.600.000                          -    
           
2.600.000          2.599.999                         -    
            
2.599.999  
29 - UPS Prolink   
 
20% 02.09.2008 
            
500.000                          -    
              
500.000             499.999                         -    
               
499.999  
30 - Kursi putar merk chairman   
 
20% 25.07.2009 
         
3.150.000                          -    
           
3.150.000          3.150.000                         -    
            
3.150.000  
31 - Monitor Komputer   
 
20% 05.09.2009 
         
1.850.000                          -    
           
1.850.000          1.850.000                         -    
            
1.850.000  
32 - Komputer Merk Pc our 2 duo , 2 U ( mm )   
 
20% 27.02.2010 
       
25.200.000                          -    
         
25.200.000        25.200.000                         -    
          
25.200.000  
33 - Printer IP 1980 2 Unit ( mm )   
 
20% 13.03.2010 
         
2.025.000                          -    
           
2.025.000          2.025.000                         -    
            
2.025.000  
34 - Lemari rak  2 Unit ( mm )    
 
20% 21.03.2010 
         
2.800.000                          -    
           
2.800.000          2.800.000                         -    
            
2.800.000  
35 - Stavo AVR 1,500   
 
20% 11.05.2010 
         
1.389.000                          -    
           
1.389.000          1.389.000                         -    
            
1.389.000  
36 - Lemari File 1 Unit ( mm )   
 
20% 13.09.2010 
         
1.250.000                          -    
           
1.250.000          1.250.000                         -    
            
1.250.000  
37 - Laptop 1 Unit Merk Compaq CQ42 ( mm )   
 
20% 13.10.2010 
         
5.900.000                          -    
           
5.900.000          5.900.000                         -    
            
5.900.000  
38 - Printer 1 unit Merk Canon MP258 ( mm )   
 
20% 13.10.2010 
            
690.000                          -    
              
690.000             690.000                         -    
               
690.000  
39 - Ups Prolink 1200VA ( mm )   
 
20% 13.10.2010 
         
2.550.000                          -    
           
2.550.000          2.550.000                         -    
            
2.550.000  
40 - Printer grosir 1 Unit Merk G Printer ( mm )   
 
20% 13.10.2010 
         
3.535.000                          -    
           
3.535.000          3.535.000                         -    
            
3.535.000  
41 - CCTV 1 Unit , 4 Kamera ( mm )   
 
20% 25.10.2010 
         
6.000.000                          -    
           
6.000.000          6.000.000                         -    
            
6.000.000  
42 - Meja 1/2 Biro 1 Unit ( mm )   
 
20% 01.12.2010 
         
1.100.000                          -    
           
1.100.000          1.100.000                         -    
            
1.100.000  
43 - Printer Canon MP 276 ( mm )   
 
20% 29.12.2010 
            
790.000                          -    
              
790.000             790.000                         -    
               
790.000  
44 - Komputer Merk Acer (SP)   
 
20% 19.01.2011 
         
4.980.000                          -    
           
4.980.000          4.980.000                         -    
            
4.980.000  
45 - Printer Merk Wincor (SP)   
 
20% 19.01.2011 
         
8.500.000                          -    
           
8.500.000          8.499.999                         -    
            
8.499.999  
46 - Mesin Penghitung Uang Merk Promaxi   
 
20% 19.01.2011 
         
5.250.000                          -    
           
5.250.000          5.250.000                         -    
            
5.250.000  
47 - Layar LCD Merk Polytron (MM)   
 
20% 27.01.2011 
         
3.400.000                          -    
           
3.400.000          3.400.000                         -    
            
3.400.000  
 
 
48 - UPS Prolingks Pro 700   
 
20% 31.01.2011 
            
550.000                          -    
              
550.000             550.000                         -    
               
550.000  
49 - Laptop Merk Acer   
 
20% 12.02.2011 
         
4.980.000                          -    
           
4.980.000          4.980.000                         -    
            
4.980.000  
50 - AC 1 PK   
 
20% 31.03.2011 
         
3.600.000                          -    
           
3.600.000          3.600.000                         -    
            
3.600.000  
51 - CPU Merk Core 2 Duo (Kbn)   
 
20% 07.05.2011 
         
2.780.000                          -    
           
2.780.000          2.780.000                         -    
            
2.780.000  
52 - CPU Merk Dual Core (Kasir)   
 
20% 29.05.2011 
         
1.930.000                          -    
           
1.930.000          1.930.000                         -    
            
1.930.000  
53 - Kipas Angin Merk Regen   
 
20% 30.06.2011 
         
1.480.000                          -    
           
1.480.000          1.480.000                         -    
            
1.480.000  
54 - CPU (MM)   
 
20% 23.08.2011 
         
2.130.000                          -    
           
2.130.000          2.130.000                         -    
            
2.130.000  
55 - Meja Kasir   
 
20% 27.01.2011 
         
1.100.000                          -    
           
1.100.000          1.100.000                         -    
            
1.100.000  
56 - LCD Acer 16" (Bag.acc)   
 
20% 31.01.2012 
            
775.000                          -    
              
775.000             774.999                         -    
               
774.999  
57 - UPS Unit SP   
 
20% 29.02.2012 
            
500.000                          -    
              
500.000             499.999                         -    
               
499.999  
58 - Printer Epson L200     20% 31.10.2012 
         
1.780.000                          -    
           
1.780.000          1.779.999                         -    
            
1.779.999  
59 - Brankas Cobra Executive Size II (unit SP)   
 
20% 31.07.2012 
         
9.000.000                          -    
           
9.000.000          8.999.999                         -    
            
8.999.999  
60 - Brankas Cobra Executive Size II (unit MM)   
 
20% 31.07.2012 
         
9.000.000                          -    
           
9.000.000          8.999.999                         -    
            
8.999.999  
61 - Papan Tulis R.Rapat/BP   
 
25% 31.07.2012 
            
350.000                          -    
              
350.000             350.000                         -    
               
350.000  
62 - Calculatot Casio   
 
25% 31.07.2012 
            
306.000                          -    
              
306.000             306.000                         -    
               
306.000  
63 - Mika dan Triplek Papan Tulis   
 
25% 31.07.2012 
              
99.000                          -    
                
99.000               99.000                         -    
                 
99.000  
64 - Karpet (5,2 Mtr)   
 
25% 31.07.2012 
            
190.000                          -    
              
190.000             190.000                         -    
               
190.000  
65 - Kursi R. Rapat (20 unit)   
 
20% 31.07.2012 
            
680.000                          -    
              
680.000             679.999                         -    
               
679.999  
66 - Kursi 101 NPLY (3 unit) R. Rapat   
 
20% 31.07.2012 
         
1.224.000                          -    
           
1.224.000          1.223.999                         -    
            
1.223.999  
67 - AC Panasonic Ruang BP/Rapat   
 
20% 31.07.2012 
         
4.400.000                          -    
           
4.400.000          4.399.999                         -    
            
4.399.999  
68 - AC Panasonic Ruang BP/Rapat   
 
20% 31.07.2012 
         
4.400.000                          -    
           
4.400.000          4.399.999                         -    
            
4.399.999  
69 - Meja + Sambung Ruang Rapat/BP   
 
20% 31.07.2012 
         
6.880.000                          -    
           
6.880.000          6.880.000                         -    
            
6.880.000  
70 - Meja Accounting   
 
20% 31.07.2012 
            
575.000                          -    
              
575.000             575.000                         -    
               
575.000  
71 - Kursi Accounting   
 
20% 31.07.2012 
            
500.000                          -    
              
500.000             500.000                         -    
               
500.000  
72 - Printer HP 1102   
 
20% 04.02.2013 
         
1.130.000                          -    
           
1.130.000          1.111.167  
                
18.833  
            
1.130.000  
73 - Printer Canon IP 2770   
 
20% 28.02.2013 
            
560.000                          -    
              
560.000             541.333  
                
18.667  
               
560.000  
74 - Modem Spedup   
 
20% 28.03.2013 
            
365.000                          -    
              
365.000             346.750  
                
18.250  
               
365.000  
 
 
75 - UPS Prolink 1260 VA   
 
20% 28.02.2013 
         
1.075.000                          -    
           
1.075.000          1.039.167  
                
35.833  
            
1.075.000  
76 - Speker Advan   
 
20% 28.02.2013 
              
70.000                          -    
                
70.000               67.667  
                  
2.333  
                 
70.000  
77 - Printer Epson LX 300   
 
20% 18.02.2013 
         
1.975.000                          -    
           
1.975.000          1.909.167  
                
65.833  
            
1.975.000  
78 - Mouse 2 Unit   
 
20% 30.11.2013 
            
170.000                          -    
              
170.000             138.833  
                
31.167  
               
170.000  
79 - Printer Canon IP 2770   
 
20% 30.04.2013 
            
870.000                          -    
              
870.000             812.000  
                
58.000  
               
870.000  
80 - Meja Ruang Ketua   
 
25% 31.07.2013 
         
1.000.000                          -    
           
1.000.000          1.000.000                         -    
            
1.000.000  
81 - Kursi Tunggu+Archivel   
 
25% 31.07.2013 
         
2.000.000                          -    
           
2.000.000          2.000.000                         -    
            
2.000.000  
82 - CCTV MM   
 
25% 28.11.2013 
         
4.088.000                          -    
           
4.088.000          4.088.000                         -    
            
4.088.000  
83 - komputer accounting   
 
20% 08,03,2014 
    
6.015.000,00                          -    
           
6.015.000     4.326.000,00  
           
1.203.000  
            
5.529.000  
84 - ups SP   
 
20% 11,06,2014 
       
650.000,00                          -    
              
650.000        455.000,00  
              
130.000  
               
585.000  
85 - UPS PROLINK   
 
20% 16,06,2014 
    
1.400.000,00                          -    
           
1.400.000        980.000,00  
              
280.000  
            
1.260.000  
86 - Printer Epson L200   
 
20% 03,09,2014 
    
1.800.000,00                          -    
           
1.800.000     1.200.000,00  
              
360.000  
            
1.560.000  
87 - mesin barcode MM   
 
20% 08,01,2014 
    
5.750.000,00                          -    
           
5.750.000     4.200.000,00  
           
1.150.000  
            
5.350.000  
88 - Mesin absensi karyawan   
 
20% 23,01,2014 
    
1.402.500,00                          -    
           
1.402.500     1.122.000,00  
              
280.500  
            
1.402.500  
89 - PC Core 2 + monitor MM   
 
20% 24,02,2014 
    
4.600.000,00                          -    
           
4.600.000     3.280.000,00  
              
920.000  
            
4.200.000  
90 - Printer EPSON LX310   
 
20% 25,02,2014 
    
6.000.000,00                          -    
           
6.000.000     4.400.000,00  
           
1.200.000  
            
5.600.000  
91 - Alat pencetak harga MM   
 
20% 25,02,2014 
         
75.000,00                          -    
                
75.000          60.000,00  
                
15.000  
                 
75.000  
92 - Kipas angin Regency MM   
 
20% 25,02,2014 
       
490.000,00                          -    
              
490.000        392.000,00  
                
98.000  
               
490.000  
93 - VACUM CLEANER 1 36 20% 01,03,2016 
    
1.400.000,00                          -    
           
1.400.000        490.000,00  
              
280.000  
               
770.000  
94 - AC MM,SP & UNIT KEBUN 3 01,02,03 10% 01,03,2016 
  
13.645.000,00                          -    
         
13.645.000     2.050.374,14  
           
1.364.500  
            
3.414.874  
95 - MEJA KASIR SP 1 04 10% 05,03,2016 
  
19.900.000,00                          -    
         
19.900.000     3.482.500,00  
           
1.990.000  
            
5.472.500  
96 - 
MEUBELER (MEJA+KURSI+LEMARI 
BUKU) 8 
05 S/D 
12 10% 22,05,2016 
    
9.250.000,00                          -    
           
9.250.000     1.387.500,00  
              
925.000  
            
2.312.500  
97 - ETALASE SAPROSA 3 24,25,26 10% 25,05,2016 
    
2.775.000,00                          -    
           
2.775.000        416.250,00  
              
277.500  
               
693.750  
98 - AC 2 14,2 10% 01,06,206 
    
9.755.000,00                          -    
           
9.755.000     1.463.250,00  
              
975.500  
            
2.438.750  
99 - DISPENSER RUANG PENGURUS 1 16 20% 25,07,2016 
       
500.000,00                          -    
              
500.000        141.666,67  
              
100.000  
               
241.667  
100 - KIPAS ANGIN SAPROSA 1 27 20% 26,07,2016 
    
1.200.000,00                          -    
           
1.200.000        340.000,00  
              
240.000  
               
580.000  
101 - ALAT PEMADAM KEBAKARAN 1 19 20% 10,08,2016 
       
940.000,00                          -    
              
940.000        250.666,67  
              
188.000  
               
438.667  
 
 
102 - SPEAKER SOUND SYSTEM 1 34 20% 03,09,2016 
    
2.500.000,00                          -    
           
2.500.000        666.666,67  
              
500.000  
            
1.166.667  
103 - TOPLES MOORLIFE KOPSA 8 35 10% 09,09,2016 
       
400.000,00                          -    
              
400.000          50.000,00  
                
40.000  
                 
90.000  
104 - PAPAN DATA KOPSA 3 20,21,23 10% 29,09,2016 
       
700.000,00                          -    
              
700.000          90.000,00  
                
70.000  
               
160.000  
105 - MEJA RAK SAPROSA 2 28,3 10% 22,10,2016 
    
1.200.000,00                          -    
           
1.200.000        140.000,00  
              
120.000  
               
260.000  
106 - SOFA TAMU RUANG PENGURUS 1 
 
10% 13,12,2016 
    
2.800.000,00                          -    
           
2.800.000        280.000,00  
              
280.000  
               
560.000  
107 - MEJA & KURSI   
 
10% 16,03,2017 
    
2.400.000,00    
           
2.400.000        240.000,00  
              
240.000  
               
480.000  
108 - RAK SAPROSA   
 
10% 01,04,2017 
    
3.600.000,00    
           
3.600.000        360.000,00  
              
360.000  
               
720.000  
109 - KURSI PLASTIK (40 UNIT)   
 
10% 12,05,2017 
    
3.200.000,00    
           
3.200.000        320.000,00  
              
320.000  
               
640.000  
110 - PARABOLA & RECEIVER (1 SET)   
 
10% 13,10,2017 
    
1.175.000,00    
           
1.175.000        117.500,00  
              
117.500  
               
235.000  
111 - KIPAS ANGIN   
 
20% 07,11,2017 
       
350.000,00    
              
350.000          70.000,00  
                
70.000  
               
140.000  
112 - KOMPUTER MM BELILAS (1 SET)   
 
10% 01,01,2016 
  
20.100.000,00    
         
20.100.000     2.010.000,00  
           
2.010.000  
            
4.020.000  
113 - KMPOR GAS 1 
 
10% 08,06,2018 
                      
-                  560.000  
              
560.000    
                
56.000  
                 
56.000  
114 - LEMARI FILE ARSIP ACC 1 
 
10% 15,09,2018              2.160.000  
           
2.160.000    
                
54.000  
                 
54.000  
115 - PAPAN NAMA & RAK SEPATU 2 
 
10% 27,10,2018              1.400.000  
           
1.400.000    
                
23.333  
                 
23.333  
    
 
  
 
                
  Jumlah V         
     
327.798.500             4.120.000  
       
331.918.500      236.358.436  
         
16.486.749  
        
252.845.185  
              
  
3.482.965.053      1.118.340.000  
    
4.601.305.053      940.833.408  
       
153.654.946  
     
1.094.488.353  
 
  
Lampiran 4 
1. Bagaimana sejarah berdirinya koperasi ini? 
Awal Tahun 2000-an gagasan sekaligus pendirian Koperasi Sawit Usaha 
Manunggal (Kopsa UM) dicetuskan. Kondisi ini seiring dan menyikapi 
rencana akan adanya pola kebun plasma system bapak angkat (KKPA) 
dengan PT Meganusa Intisawit (MNIS). 
Tanggal 2 Juni 2000 bertempat di Balai Desa Seresam, pemerintah desa dan 
warga sebagai calon anggota koperasi, menggelar rapat khusus 
pembentukan sekaligus pengukuhan kepengurusan. Pada tanggal 26 Juni 
2000 Pendirian Kopsa UM dikukuhkan dalam akta pendirian koperasi 
dengan SK No. 143/BH/KDK-44/1.1/VI/2000. 
 
2. Apa visi dan misi koperasi ini? 
VISI 
Menjadi Lembaga Ekonomi andalan dan terdepan demi kesejahteraan 
anggota 
MISI 
1. Mewujudkan kualitas layanan yang handal, loyal, akuntabel, transparan 
dan berkelanjutan. 
2. Mengelola dan mengembangkan unit usaha secara profesional dan 
transparan. 
3. Membangun kerjasama dengan pihak-pihak lain yang saling 
menguntungkan dan berkelajutan . 
  
4. Mengintegrasikan pengelolaan unit-init usaha guna peningkatan 
evektifitas dan akuntabilitas. 
5. Melayani kebutuhan dasar anggota secara proporsional 
6. Menjalankan managemen yang berkomitmen. 
7. Berperan serta dalam mewujudkan program pemerintah/dinas Koperasi 
dan UMKM dalam upaya peningkatan produktivitas dan daya saing 
ekonomi anggota, menciptakan lapangan kerja dan pengentasan 
kemiskinan. 
 
3. Bagaimana struktur organisasi pada koperasi ini? 
Pengurus 
Ketua : Makhaludin, S.Sos 
Sekretaris : Masrul Lubis, S.Si 
Bendahara : Atatun Sukendar 
 
Pengawas 
Ketua  : Widya Setiawan, ST 
Anggota : Maman, S.Ag 
Anggota : H. Wardi 
4. Aktivitas (usaha) apa saja yang dijalankan oleh koperasi ini? 
Unit usaha yang dikelola oleh KOPSA USAHA MANUNGGAL adalah 
sebagai berikut: 
a. Unit Usaha Simpan Pinjam 
b. Unit Usaha Transportasi 
  
c. Unit Usaha Mini Market & Saprosa 
d. Unit Usaha Perkebunan & Brondolan Khusus 
 
5. Apakah koperasi ini menjalankan kewajibannya sebagai Wajib Pajak Badan 
untuk membayar Pajak Penghasilan? 
Ya, koperasi ini membayar pajak setiap tahunnya. 
 
6. (Jika Iya) Apakah Laporan Keuangan Fiskal yang dibuat oleh koperasi ini 
sudah sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 
2008? 
KOPSA UM tidak membuat laporan keuangan perpajakan, karena KOPSA 
UM membayar pajak menggunakan E-Filling hanya dengan memberikan 
laporan keuangan komersial. 
 
7. Siapa kah yang melakukan pembukuan dan pelaporan perpajakan pada 
koperasi ini? 
Tidak Ada 
 
8. Apakah Jasa BRI dan Jasa BPD merupakan pendapatan bunga bank? 
Iya, Jasa BRI dan Jasa BPD merupakan pendapatan bunga bank. 
 
9. Biaya sumbangan yang seperti apa yang dikeluarkan oleh koperasi? 
Biaya sumbangan yang nilainya lebih kecil dari Rp 100.000, seperti biaya 
sumbangan untuk panti asuhan yang datang ke koperasi. 
 
 
  
10. Apakah karywan koperasi benar-benar menerima THR? 
Iya, THR yang diberikan koperasi merupakan gaji selama satu bulan, tetapi 
jika karyawan koperasi bekerja belum dalam waktu 1 tahun maka THR yang 
diterima sebesar gaji yang diterima sebulan dikali berapa bulan dia sudah 
bekerja dikopersai dan dibagi 12 bulan. 
 
11. Mengapa pada daftar aktiva tetap koperasi menggunakan tarif yang berbeda-
beda? 
Karena sebelum menentukan tarif, koperasi ini melakukan konsultasi 
kepada auditor  berapa persen tarif yang sesuai dengan aktiva tersebut, salah 
satu contohnya koperasi menggunakan tarif penyusutan sebesar 3% untuk 
bangunan gedung baru, karena jika menggunakan tarif penyusutan 5% nilai 
penyusutan pertahunnya terlalu besar dan tarif penyusutannya bisa di 
perkecil karena estimasi untuk gedung baru ini bisa berumur lebih dari 20 
tahun. 
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